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MOTTO :

"Barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan berkeinginan untuk
membayarnya maka Allah akan membayarkan untuknya. Dan barangsiapa
yang mengambil harta manusia dengan berkeinginan untuk merusaknya,

maka Allah akan merusak orang itu.”’

( HR. Bukhari )

" Sumber : Hussein Bahreisj. Ha./ist Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari-Muslim. Surabaya : Karya
Utama
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RINGKASAN

Adanya ketentuan mengenai batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
atau Legal Lending Limit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perbankan. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/3/BPPP/1993
dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 26/21/KEP/DIR/1993
menimbulkan adanya upaya untuk memenuhi kredit tanpa melanggar ketentuan
dari peraturan-peraturan yang ada yaitu dengan cara sindikasi. Peraturan yang
menyangkut mengenai perjanjian kredit sindikasi sampai dengan saat ini masih
belum ada sehingga sampai dengan saat ini bentuk perjanjian kredit sindikasi
belum ada, sehingga sampai saat ini bentuk perjanjian kredit sindikasi belum ada
yang baku, maka dalam hal ini penulis ingin mengemukakan beberapa
permasalahan yang ada dalam perjanjian kredit sindikasi yaitu : bagaimana proses
dan bentuk perjanjian kredit sindikasi, bagaimana kekuatan hukum dalam
perjanjian kredit sindikasi, apakah akibat hukum jika terjadi kredit macet dan juga
cara penyelesaiannya.

Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan dan menganalisa jawaban atas
permasalahan tersebut diatas. Metode pendekatannya dengan menggunakan
Metode yuridis Normatif, sumber data berasal dari sumber data sekunder yang di
dapat melalui study literatur serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan
perjanjian kredit sindikasi.

Perjanjian kredit sindikasi proses terbentuknya karena adanya keinginan
debitur untuk memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah yang sangat besar yang
tidak mungkin dipenuhi oleh kreditur (pihak bank) sebagai akibat adanya
ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), juga adanya
usaha untuk membagi risiko dengan bank-bank lainnya. Proses dan bentuk
perjanjian kredit sindikasi melalui sembilan tahap yaitu : Permohonan Kredit,
Analisa Kredit, Offer/Penawaran, Mandat, invitation/Undangan kepada calon
bank peserta, Respon dari calon bank peserta, Final alocation, Dokumentasi,
Signing; Dalam penyelenggaraan kredit sindikasi; Perjanjian kredit yang telah
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dibuat secara sah, mengikat suatu undang-undang bagi pihak kreditur maupun
debitur. Hal ini sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1870 tentang pembuktian
dengan akta otentik. Selanjutnya Perjanjian Kredit Sindikasi yang telah sah itu
Juga merupakan alat bukti surat; Akibat hukum jika terjadi kredit macet dan cara
penyelesaiannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi sesuai dengan pilihan
pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi.

Perjanjian kredit sindikasi pengaturannya harus lebih bersifat khusus
disamping itu juga perlu adanya publikasi untuk mendapat masukan dari
masyarakat mengenai perkembangan dunia usaha calon debitur, Pemerintah
segera membuat peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian kredit
termasuk didalamnya yang mengatur tentang perjanjian kredit sindikasi agar para

pihak dalam perjanjian kredit sindikasi mempunyai suatu pedoman yang jelas.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional banyak usaha-usaha yang
dilakukan pemerintah kearah itu, salah satunya pembangunan di bidang ekonomi.
Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, salah satu cara yang ditempuh oleh
pemerintah adalah memperlancar usaha-usaha pengerahan dana dengan
memanfaatkan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan, yang
realisasinya terwujud melalui fasilitas kredit kepada masyarakat.

Ketetapan Majelis Permusyawzratan Rakyat nomor IV/MPR/1999, bab IV, huruf
B tentang Ekonomi khususnya pada point ke-13 menyebutkan:

“Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang
saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan Badan Usaha
Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka
memperkuat struktur ekonomi nasional”.

Salah satu jasa perbankan adalah pemberian kredit. Pemberian kredit ini
sangat diperlukan oleh pengusaha sebagai sumber dana bagi proyek-proyek yang
didirikannya. Proyek-proyek yang didirikan oleh para pengusaha secara nasional
berkaitan dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan di Indonesia,
misalnya semakin banyak perusahaan Indonesia yang memproduksi barang dan
jasa yang berbeda. Perusahaan-perusahaan menengah dan besar tersebut sudah
tentu memiliki proyek-proyek yang besar, sehingga pembiayaannya memerlukan
lebih dari satu bank.

Bagi proyek-proyek yang mempunyai nilai dan kebutuhan pembiayaan
yang besar tidak mungkin dilakukan oleh satu bank saja karena adanya ketentuan
mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit,
selain itu pihak bank tidak berani untuk menanggung resiko jika terjadi kredit

macet.

Pembatasan maksimum fasilitas penyediaan dana tersebut adalah sebagai
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berikut :
1. Bagi satu peminjam yang tidak terkait dengan bank adalah sebesar 20% (dua

puluh perseratus) dari modal bank.

!\J

Bagi satu kelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank adalah sebesar

20% (dua puluh perseratus) dari modal bank.

3. Bagi pihak-pihak yang terkait dengan bank, baik untuk satu peminjain
maupun keseluruhan setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dari modal
bank. (Hasanuddin Rahman, 1998:107-108)

Bank dalam pemberian kredit tidak begitu saja mengalir kepada peminjam
atau debitur, melainkan harus melalui suatu proses yang harus dilewati oleh kedua
belah pihak. Salah satu hal yang diperhatikan bank adalah mengenai jaminan
pemberian kredit. Jaminan ini berupa keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
Hal ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 UU No.10
Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah,
Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai
dengan yang diperjanjikan”.

Mencermati ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan diatas, maka dalam
memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan
analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur
untuk melunasi utang sesuai yang diperjanjikan. Dalam penjelasan pasal ini
disebutkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diberikan
oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus
memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengulangi risiko
tersebut, jaminan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Dari ketentuan diatas tampak bahwa bank dalam pemberian kredit harus
menganut prinsip kehati-hatian (prudential banking). Hal ini penting untuk
menghindari munculnya kredit macet, sehingga sebelum bank menyetujui
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permohonan kredit, perlu mengadakan analisis kredit, apakah layak diterima atau
tidak.

Permohonan kredit dalam jumlah yang besar pada umumnya ditujukan
untuk keperluan proyek-proyek besar. Untuk proyek yang besar tersebut pihak
bank akan berhadapan dengan masalah dana yang harus disediakan. Masalah lain
yang kemungkinan timbul adalah adanya risiko yang besar. Risiko yang besar
akan memberikan kesan yang berarti, sehingga timbul pemikiran untuk
mengumpulkan dana diantara para lembaga keuangan yang berminat untuk secara
bersama-sama mengumpulkan dan kemudian menyalurkan kepada proyek yang
membutuhkan. Bilamana di kemudian hari diperoleh hasil, maka hasil ini di bagi
diantara para peserta. Demikian pula sebaliknya apabila dijumpai timbulnya
risiko, maka risiko ini akan dipikul bersama-sama pula, sesuai dengan besarnya
penyertaan masing-masing. Atas kebutuhan tersebut, maka para lembaga
keuangan menciptakan suatu pola kerja sama pembiayaan untuk dapat membantu
proyek yang membutuhkan dana yang cukup besar, maka terciptalah apa yang
disebut dengan kredit sindikasi (loan syndication). (Info Bank, November 1992,
Alternatif Baru Pola Pembiayaan)

Selanjutnya, ikatan antara perusahaan sebagai proyek yang menerima dana
dengan lembaga-lembaga keuangan sebagai sumber dana adalah Perjanjian
Kredit. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian kredit sindikasi, yaitu
perjanjian kerjasama diantara dua atau lebih lembaga sumber dana (bank atau non
bank) untuk membiayai secara bersama suatu proyek. Adapun ciri khusus dari
pembiayaan bersama adalah bahwa di satu pihak terdiri dari dua lembaga,
sedangkan lembaga keuangan tersebut tidak bersaing atau berebut sama lain,
tetapi saling mengikat atau diatur dalam perjanjian. Tentunya perjanjian kredit
sindikasi tersebut meliputi : syarat dan ketentuan serta pengikatan jaminan.
(Hasanuddin Rahman, 1998 : 116)

Adapun perbedaan kredit sindikasi dengan kredit lainnya, terletak pada
cara, dimana hal ini disebabkan oleh besarnya dana dan resiko yang senantiasa
harus dituangkan ke dalam perjanjian yang dibuat bersama oleh lembaga sumber
dana. Misalnya, permintaan kredit dari debitur amat besar, maka pihak bank akan
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memberikan penolakan atau permintaan tersebut harus disindikasikan, sehingga
mencakup tanggungan bersama dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya.

Berkaitan dengan permasalahan diatas maka menarik untuk dikaji. Dan
dilain pihak agar tidak éimpang siur untuk mengkaji masalah ini, maka
dirumuskan bahwa yang dikaji adalah kredit sindikasi atau perjanjian kredit
sindikasi, dimana perjanjian ini merupakan suatu bukti apabila salah satu pihak
ingkar janji (wanprestasi) atau membuat suatu pembatalan, sehingga
mengakibatkan gagalnya suatu proyek berskala besar.

Penjabaran lebih lanjut dengan dana yang besar, antar bank akan
mengadakan kesepakatan untuk menanggung biaya/dana yang diperlukan, untuk
keperluan suatu proyek. Adapun yang berhubungan langsung dengan pihak
debitur biasanya adalah bank yang dituju oleh pihak debitur pertama kali. Dan
bank-bank lain pada kenyataannya tidak pernah berhubungan secara langsung
dengan pihak debitur. Di lain pihak hubungan antar bank adalah sejajar dan saling
mengikat sesuai yang disepakati dalam perjanjian sindikasi tersebut.

1.2 Ruang Lingkup

Pembahasan masalah dalam skripsi ini hanya dibatasi pada persoalan
mengenai pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi dalam praktek perbankan.
1.3 Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka akan
nampak adanya beberapa masalah dalam hubungannya dengan judul skripsi yang
saya ajukan. Adapun masalah yang dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses dan Bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi Perbankan ?
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Sindikasi?
3. Apakah Akibat Hukum Jika Terjadi Kredit Macet dan Cara Penyelesaiannya ?
1.4. Tujuan Penulisan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi tujuan

secara umum dan tujuan secara khusus
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1.4.1. Tujuan Umum
Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana
hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Memberikan sumbangan pemikiran yang ilmiah di bidang ilmu hukum
yang bermanfaat bagi almamater mahasiswa fakultas hukum dan
masayarakat pada umumnya.

1.4.2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :
I. Mengkaji dan menganalisa Proses dan Bentuk Perjanjian kredit Sindikasi
Perbankan.
2. Mengkaji dan menganalisa Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Sindikasi.
3. Mengkaji dan menganalisa Akibat Hukum jika terjadi Kredit Macet dan
cara penyclesaiannya.
1.5 Metodologi Penulisan

Metodologi ilmiah merupakan faktor terpenting dalam penulisan suatu
karya ilmiah, karena metodologi merupakan cara-cara untuk menemukan,
mengembangkan, dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu metodologi juga
merupakan pedoman cara memahami, menganalisa dan mempelajari lingkungan
yang dihadapi (Waluyo, 1991:31).
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah
pendekatan masalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan masalah yang
mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai perundang-undangan,
peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar
dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan.
1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber
data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis, yang meliputi
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undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur-literatur yang
dijadikan landasan teoritis yang berkaitan dengan materi dan permasalahan skripsi
ini.
1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
sebagai bentuk karya ilmiah, menggunakan metode atau cara pengumpulan data
selain melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan, yaitu usaha mempelajari
serta menganalisis tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya serta pendapat
para sarjana atau ahli dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan,
mengembangkan, membandingkan dan menguji suatu kebenaran secara teoritis
dan ilmiah, disamping itu juga berasal dari dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan kredit sindikasi. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan
untuk pengembangan jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dari penulisan
skripsi ini. '
1.5.4 Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode deskriptif-kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran
singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan
statistik, tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan
kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas,

kemudian di tarik suatu kesimpulan. (Soemitro, 1988:130)
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fenomena perjanjian kredit sindikasi sebagai salah satu bentuk perjanjian
kredit merupakan wujud dari dinamika dunia perbankan, yang di Indonesia pada
awalnya tidak bisa lepas dari perkembangan pembangunan di era Orde Baru,
namun kemudiaan menjadi semacam “trend” sejak munculnya beberapa
konglomerat yang diback-up oleh penguasa pada saat itu. Hal tersebut disebabkan
oleh adanya tuntutan pembiayaan yang berskala sangat besar dari beberapa mega
proyek yang tidak bisa dibiayai oleh satu bank selaku kreditur. Kenyataan ini
selain disebabkan oleh adanya ketentuan mengenai BMPK (Batas Maksimtgn
Pemberian Kredit) sebesar 30 %, juga disebabkan oleh keterbatasan dana yang
tersedia pada bank.

Keberadaan kredit sindikasi di Indonesia diawali dengan terbitnya Keppres
Nomor 55 Tahun 1990 menetapkan wilayah Madura sebagai wilayah
pengembangan industri. Menristek BJ. Habibie ditunjuk sebagai ketua proyek
dengan investasi lebih dari Rp 500 milyar, sedangkan salah satu dari rencana
menetapkan wilayah Madura sebagai wilayah pengembangan industri adalah
pembangunan jembatan penghubung Surabaya-Madura. Kemudian dalam tahun
vang sama pemerintah melalui surat keputusan menteri perdagangan, memberikan
hak monopoli pembelian dan penjualan cengkeh kepada Badan Penyangga
Penyaluran Cengkeh (BPPC) yang dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra, yang
pada waktu itu bertindak selaku “bos” Grup Humpuss. Namun karena BPPC
belum memiliki modal untuk membeli dan menampung cengkeh dari petani maka,
pemerintah melalui otoritas moneter, Bank Indonesia, memberikan sebesar Rp
759 milyar melalui BRI dan BBD. Jejak Tomy Suharto diikuti oleh saudaranya
yakni Bambang Trihatmodjo, dengan menggandeng pengusaha nasional yakni

Prayogo Pangestu pada tahun 1992 mendirikan perusahaan pembuat bubur kayu



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dengan nama PT. Chandra Asri dan PT. Tanjung Enim Lestari. Dua perusahaan
Bambang Trihatmodjo tersebut mendapat kucuran kredit sebesar US$ 2,1 milyar.

Dengan adanya proyek mobil nasional keberadaan kredit sindikasi di
Indonesia semakin mencuat dan tidak saja menjadi isu nasional tetapi bahkan
menjadi isu dunia karena oleh Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa sempat
dibawa ke panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Proyek mobil nasional
melibatkan empat bank pemerintah dan dua belas bank suasta nasional yakni BRI,
Bank Exim, BTN, BCA, Danamon, BDNI, PDFCI, Panin Bank, BII, Bank Bali,
Bank Niaga, Bank Duta, Bank Lippo, BUN, dan Bukopin. Pelaksanaan proyek
mobil nasional oleh PT. Timur Putra Nasional dengan Hutomo Mandala Putra
selaku Direkturnya, mendapat kucuran kredit sebesar US$ 690 juta dari US$ 840
Jjuta yang diminta Hutomo Mandala Putra, dengan bunga sebesar 17,5% atau 4.5%
dibawah bunga kredit pada umumnya.

Beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa keberadaan kredit sindikasi di
Indonesia tidak bisa lepas dari peran penguasa, selain berdampak negatif karena
sangat berpotensi menimbulkan kredit macet juga membawa dampak positif
dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang membutuhkan dana
yang sangat besar. Karena sumber dana yang sangat besar dari dalam negeri hanya
dapat diperoleh melalui penggabungan dana dari beberapa bank nasional yang
ada. ( Majalah Tempo Edisi 24/02, 14 Agustus 1997)

2.2 Dasar Hukum
Penulisan skripsi menggunakan Dasar Hukum antara lain -
I. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
a. Pasal 1238,1243 dan 1244 tentang Wanprestasi
b. Pasal 1313
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
¢. Pasal 1320
Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :
I. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
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h.

3. Suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

Pasal 1338

Ayat 1

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.

Ayat 2

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu.

Ayat 3

Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1381 Mengenai hapusnya perikatan

Pasal 1426

Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahunya orang-
orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang
lain dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada,
bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama.

Pasal 1754

Pinjam Meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula.

Pasal 1759

Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah
dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
Pasal 1763

Stapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya
dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.
Pasal 1865

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,
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menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau
peristiwa tersebut.

Pasal 1870
Suatu akta otentik memberikan diantara pihak beserta ahliwaris-ahliwaris
atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang

sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

2. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

da.

b.

Pasal 6

huruf d
Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya

Pasal 6 huruf n

hurufn
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

1. ayatl

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan
analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan
nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Ayat2

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan
dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Pasal 11

1. avatl

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,
pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain
yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau
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sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-
perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang
bersangkutan.

2. ayat2

Batas maksimum tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus)
dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

3. ayat3

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain

yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau
lebih dari modal disetor bank;

b. Anggota dewan komisaris;

Anggota direksi;

Keluarga dari pihak-pihak;

Pejabat bank lainnya; dan

Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari

pihak- pihak

-0 a0

4. ayat4
Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh
melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

5. ayat$5
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

4. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan

Penyelesaian Sengketa.

- Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei
1993 dan SE BI No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva
Produktif dan Pembentukan Penghapusan Aktiva Produktif.
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6. Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12
November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif

7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31
Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/16/UPPB tanggal 31 Desember 1998
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

9. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/87.UPPB/PbB tanggal 13 September 1972
tentang Kerjasama antara Bank Pemerintah — Bank Swasta Nasional dan
antara Bank Swasta Nasional — Bank Asing.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan
baik karena perjanjian maupun karena Undang-Undang”, maka perjanjian
merupakan salah satu sumber perikatan, Dengan demikian antara perikatan dan
perjanjian mempunyai kaitan yang erat. Dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan
perikatan timbul karena adanya perjanjian,

Pengertian perjanjian menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa
dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal (1979;1). Menurut Wirjono Prodjodikoro,
perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan
antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk
melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain
berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu (1982:11). Sedangkan pengertian
menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dengan demikian unsur-unsur yang ada dalam perjanjian yaitu :

I terdapat sedikitnya dua pihak
Para pihak yang ada bertindak sebagai subyek perjanjian. Subyek ini bisa

terdini dari manusia atau badan hukum. Apabila para pihak tersebut adalah

manusia maka harus telah dewasa dan cakap dalam perbuatan hukum.
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terdapat persetujuan para pihak
Persetujuan ini harus dibuat oleh para pihak tanpa paksaan/tekanan, dimana
dalam membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk mengadakan tawar-
menawar diantara keduanya.
terdapat tujuan yang akan dicapai
Tujuan dalam perjanjian haruslah bersifat tidak bertentangan dengan Undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
terdapat prestasi yang harus dilaksanakan
Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai
dengan isi perjanjian.
terdapat bentuk tertentu
Bentuk perjanjian ini harus ditentukan agar perjanjian tersebut mempunyai
kekuatan mengikat dan baku.
terdapat syarat-syarat tertentu
Suatu perjanjian secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang
membuatnya (Ps. 1338 KUH Perdata) jika dalam perjanjian tersebut ada
Syarat-syarat tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat untuk

menentukan sahnya perjanjian yaitu :

1.

kata sepakat (consensus),

Kata sepakat dalam perjanjian adalah suatu keadaan dimana terdapt
persetujuan kehendak antar pihak-pihak yang membuat persetujuan mengenai
pokok perjanjian yang dibuat. Terdapat hubungan timbal balik yang sama-
sama dikehendaki oleh pihak lain. Kesepakatan ini dibuat secara sukarela,
bebas dari paksaan, dan penipuan. Dengan adanya kata sepakat maka
perjanjian ada dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan.

kecakapan (capacity);

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa, tak cakap untuk membuat
perjanjian adalah :

a. orang yang belum dewasa;

b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
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C. wanita yang bersuami.

Dalam hal ini apabila mereka melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh
wali mereka dan bagi istri harus ada ijin dari suami. Setelah adanya Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 maka status wanita bersuami
diangkat dan dipersamakan dengan pria, dimana istri sudah dinyatakan cakap
melakukan perbuatan hukum sehingga tidak memerlukan ijin suaminya lagi
apabila akan melakukan perbuatan hukum.

suatu hal tertentu (a certain subject master);

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian sebagai prestasi yang harus
dipenuhi dan merupakan obyek dalam perjanjian. Adanya prestasi ini
menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga jika prestasi
kabur maka perjanjian tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak ada obyek
perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat ini berakibat batal
demi hukum, dan perjanjian tidak pernah ada (terjadi).

sebab yang halal (legal cause);

Sebab yang halal adalah sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang

menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Dalam Pasal 1335

KUH Perdata menyatakan perjanjian tanpa sebab tidak halal adalah batalnya
perjanjian tersebut demi hukum (P.N.H. Simanjuntak 1999: 334-335).

Asas-asas yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian

seperti: (Mgs.Edy Putra Tje’Aman, 1989:26-29)

a.

b.

asas konsensualisme;

Menurut asas konsensualisme (Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata). Suatu
perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara
kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek
perjanjian.

asas kebebasan berkontrak;

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan yang diberikan Undang-undang
untuk mengadakan perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan adanya
kebebasan berkontrak terlihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.
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c. asas kekuatan mengikat (Pacta Sunt Servanda);,
Asas ini berdasar Pasal 1338 Ayat (1), (2) KUH Perdata bahwa “semua
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi
mereka yang membuatnya”. Persetujuan tidak dapat ditarik selain kesepakatan
para pihak atau karena alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup
untuk itu.
d. asas itikad baik;
Hal ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata. Asas ini merupakan
hal yang penting dari perjanjian bahwa pelaksanaan perjanjian itu
mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit
Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “Credere” yang artinya
“percaya” (Mariam Darus Badrulzaman, 1978:19). Apabila dikaitkan dengan
bank maka artinya bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang
kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk
membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan (Sidharta P,
1987:11).
Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Butir 11, pengertian kredit adalah sebagai
berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari rumusan pasal tersebut, kredit merupakan perjanjian pinjam
meminjam uang antara Bank sebagai kreditur dengan nasabalr sebagai debitur,
yang dalam hal ini bank percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang
telah disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas. Jangka waktu pemberian
dan penerimaan kembali prestasi ini merupakan suatu hal yang abstrak, sukar
diraba karena masa antara pemberian kredit dan penerimaan prestasi tersebut
dapat berjalan dalam beberapa bulan, bahkan dapat berjalan beberapa tahun.

Keadaan ini mengakibatkan adanya resiko berupa ketidaktentuan dan karena
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diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut. (Mgs.Edy Putra
Tje’ Aman, 1989:10)
Menurut Thomas Suyatno, dkk., unsur yang terdapat dalam kredit adalah:
I. kepercayaan, yaitu keyakinan diri si pemberi kredit bahwa prestasi yang
diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar
diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi
dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

degre of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari

(8]

adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan

kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari.

4. prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi

Juga dalam bentuk barang atau jasa (1990:12-13).

Pada hakekatnya tugas bank adalah menghimpun dana dari masayarakat dan
menyalurkan kembali dalam bentuk peminjaman atau kredit. Dalam pemberian
kredit berarti bank harus siap menghadapi kemungkinan tertimpa resiko, sehingga
sebelum pemberian kredit bank harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. keadaan intern Bank.
2. keadaan calon nasabah (peminjam). (Mgs.Edy Putra Tje’Aman, 1989:10-11)

Mengenai keadaan interen bank yang dimaksud adalah plafon kredit atau batas
maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Batas maksimum
pemberian kredit menurut pasal 11 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tidak boleh
melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank harus memperhatikan
apakah sektor yang dimintakan kreditnya ini masih terbuka plafonnya atau tidak.
Apabila masih terbuka maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan dan
diproses lebih lanjut. Selain itu bank harus mempertimbangkan juga faktor
keadaan calon nasabah menyangkut pribadi peminjam, harta bendanya, usahanya
dan kemampuan serta kesanggupan membayar kembali pinjamannya dan hal-hal

lain yang turut mempengaruhi. (Mgs.Edy Putra Tje’Aman, 1989:11-12)

ﬁﬁé‘»


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

Untuk menentukan ukuran, suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau

tidak pihak Bank harus memperhatikan prinsip “7he Four P's of Credit Analysis”

yang terdiri:

1.

b2

(']

personality, yaitu mengenai kepribadian si peminjam seperti riwayat hidup,
keadaan keluarga, sosial standing, hoby dan hal-hal lain yang berhubungan
dengan pribadi calon nasabah.

purpose, yaitu mengenai tujuan pemberian kredit.

payment, yaitu mengenai kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan
kreditnya.

prospect, yaitu harapan masa depan dari usaha si pemakai (Mgs.Edy Putra
Tje’Aman, 1989:12)

Unsur kepercayaan dalam perjanjian pemberian kredit mutlak dperlukan

sehingga bank diwajibkan memiliki keyakinan atas kembalinya kredit tersebut

sesuai waktu yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan maka bank juga

harus memperhatikan prinsip “The five C's of Credit Analysis” sebagai ukuran

kemampuan debitur mengembalikan pinjamannya. Kelima faktor tersebut:

I

2

character (watak);

Tujuan bank melakukan penilaian terhadap watak debitur adalah untuk

mengetahui apakah pemohon kredit ada kemauan membayar utangnya apabila

permohonannya dikabulkan. Watak diartikan sebagai kepribadian, moral dan

kejujuran debitur dalam memenuhi kewajibannya dengan baik yang timbul

dari perjanjian kredit, dimana titik perhatian bank ada pada kejujuran dan

itikad baik debitur.

capacity (kemampuan, kesanggupan);

Capacity disini adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan

mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas

kredit. Kemampuan disini dapat dilihat dari:

a. pengetahuan tentang usaha, yang dihubungkan dengan pendidikan;

b. pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan
kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi;

c. kekuatan perusahaan saat ini dalam sektor usaha yang dijalankan.

e
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capital (modal kekayaan);

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia sebelum

mendapat fasilitas kredit. Dalam praktek selama ini bank jarang memberikan

kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan. Nasabah wajib

menyediakan modal sendiri dan kekurangannya dapat dimintakan kredit

kepada bank, sehingga bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal.

Capital ini yang diteliti antara lain:

a. apakah calon nasabah mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan
usahanya

b. bagaimana liquiditas, solvabilitas dan rentabilitas perusahaannya

c. bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh calon nasabah

collateral (jaminan,agunan);

Untuk keamanan pelunasan kredit, nasabah harus menyediakan harta

kekayaan untuk dijadikan jaminan. Mengenai benda jaminannya dapat berupa

barang bergerak maupun tidak bergerak sepanjang jaminan nilainya sejumlah

kredit yang diberikan. Disamping jaminan berupa barang juga dalam praktek

pribadi pengurus perusahaan penerima kredit diminta pula untuk diikat secara

borgtocht (penanggung utang).

condition of economi (kondisi ekonomi).

Kondisi ekonomi tidak saja pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga

kondisi ekonomi secara umum dimana nasabah itu berada. Hal ini untuk

mengetahui sejauh mana kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kegiatan

nasabah dan bagaimana mengatasi dan mengantisipasinya sehingga usaha

tetap berkembang. (Mgs.Edy Putra Tje’Aman, 1989:12-15)

Perjanjian kredit dalam praktek sering dilakukan dengan standart kontrak.

Standart kontrak merupakan kontrak yang bersifat paksaan karena isi kontrak

ditetapkan secara sepihak dalam bentuk tertulis tanpa membicarakannya terlebih

dahulu dengan pihak lain dalam perjanjian itu. Bersifat lebih dipaksakan

berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, dimana salah satu pihak kurang

cukup mengerti tentang kontrak tersebut. Biasanya debitur tinggal membubuhkan
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tanda tangan setelah setuju dengan syarat-sayarat yang disebutkan dalam

perjanjian. Standart kontrak dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

l. perjanjian standart umum;perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan
terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur.

2. perjanjian standart khusus; dinamakan untuk perjanjian standart yang
ditetapkan oleh pemerintah, seperti akta jual beli mobil 1156727, akta hipotik
mobil 10450535, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak
ditetapkan  secara  sepihak  oleh  pemerintah  (Mariam  Darus
Badrulzaman,1983:35)

Seluruh kalangan perbankan dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, telah
mempraktekkan dengan menggunakan standart kontrak. Ketika bank telah
mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, bank menyerahkan formulir
perjanjian kredit kepada nasabah, yang isinya telah disusun oleh pihak bank.
Nasabah umumnya dapat menyetujui isi perjanjian, sebab nasabah dihadapkan
pada keadaan yang akan menyulitkan dirinya apabila kreditnya tidak jadi
diberikan.

2.3.3 Pengertian Kredit sindikasi

Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit atau
lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi, berdasarkan
syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta
sindikasi dalam bentuk satu perjanjian kredit, hanya ada satu dokumentasi kredit
dan diadministrasikan oleh satu agent; sedangkan sindikasi kredit adalah suatu
sindikasi yang pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit dan
dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu proyek, dalam
bukunya, Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan:

“A syndicated loan is a loan made by two or more lending institutions, on
similar terms and conditions, using common documentation and
administered by a common agent”. (dalam Stanley Hurn, 1990:1), artinya
kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh dua bank atau lebih,
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama, dalam bentuk satu
perjanjian kredit, dan diadministrasikan oleh satu agent.
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Definisi mengenai kredit sindikasi yang lain menyebutkan:

“Syndicated credit is the agreement between two or more lending institution -

to provide a borrower (s) a credit facility wutlizing common loan
documentation”. Sutan Remy Sjahdeini (dalam Robert. P.Mc Donald,
1982:12), Artinya kredit sindikasi adalah persetujuan antara dua bank atau
lebih untuk memberikan fasilitas kredit kepada satu atau beberapa orang
dengan menggunakan satu bentuk perjanjian kredit.

Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan
oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang
serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu
agen bank, disusun oleh “arranger” yang bertugas dan bertanggung jawab mulai
dari proses solisitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses
penandatanganan perjanjian kredit. (Hasanuddin Rahman, 1998:113-114)

Dengan demikian yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit
yang diberikan oleh lebih dari satu bank berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta kredit sindikasi, yang
didokumentasikan secara bersama-sama dalam pelaksanaanya diadministrasikan
oleh satu atau beberapa agent. Berdasarkan uraian rumusan pengertian kredit
sindikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang melekat dalam
kredit sindikasi antara lain meliputi:

a. adanya unsur perjanjian atau agreement;

b. adanya unsur lembaga keuangan sebagai kreditur yang berjumlah minimal 2
(dua);

¢. adanya unsur penerima pinjaman atau kreditur yang berstatus sebagai pribadi
hukum atau badan hukum;

d. adanya unsur perjanjian kredit atau loan agreement tunggal.

Selain itu pula tata cara pemberian kreditnya telah diatur berdasarkan
kesepakatan antara bank-bank yang bersangkutan maupun bank-bank tersebut
dengan si debiturnya.

Pada dasarnya kredit sindikasi ini adalah suatu pembiayaan bersama oleh

bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan. Apabila dilihat dari jumlah
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kreditnya, alasan-alasan terjadinya kredit sindikasi ini adalah lebih banyak °

disebabkan karena:
a. Keterbatasan dana bank-bank.
Dalam suatu permohonan kredit dalam jumlah besar yang diajukan oleh
debitur/calon debitur (terutama : corporate), seringkali bank-bank yang
bersangkutan tidak mampu menyediakan dana sebesar permohonan
tersebut. Kalaupun mampu bank tersebut belum tentu mau untuk
membiayai, karena dengan pertimbanganrisiko kredit yang terlalu besar.
b. Penyebaran risiko.
Dengan pertimbangan risiko kredit yang besar tersebut, maka bank
mencari jalan keluar dengan penyebaran risiko, yaitu kredit dalam jumlah
yang besar diberikan oleh beberapa bank kepada debitur. Sehingga dengan
demikian risiko yang akan timbul dikemudian hari dipikul secara bersama-
sama oleh bank pemberi kredit sindikasi.
¢. Pembatasan peraturan perundang-undangan.
Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank tidaklah tanpa batas, sebab hal
ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Mengingat
setiap pelepasan kredit, setidaknya akan berpengaruh terhadap Loan to
Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio. Bahkan, mengenai jumlah
pelepasan kredit ini diatur secara tersendiri oleh Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dalam Pasal 11 dengan sebutan
“Batas Maksimum Pemberian Kredit”
d. Hubungan antar bank/partisipant.
Dengan kredit sindikasi, bank-bank peserta sindikasi berkesempatan untuk
menggalang hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, terutama
dalam praktek perkreditan yang sehat. (Hasanuddin Rahman, 1998 : 114)
2.3.4 Pihak-pihak pada kredit sindikasi
Pada pemberian kredit sindikasi terdapat pihak-pihak yang terlibat di
dalam kredit sindikasi tersebut. Pihak-pihak pada kredit sindikasi dibedakan
dalam dua kelompok aturan yaitu kelompok pertama adalah pihak-pihak yang
terlibat dalam pembentukan bank sindikasi dan kelompok kedua adalah pihak-
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pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi, Pada dasarnya pihak-pihak
pada kredit sindikasi ini pihak yang terlibat pada kredit sindikasi itu sama tetapi
yang membedakan adalah pihak yang mengadministrasikan kredit sindikasi
tersebut. Sehingga mengenai kelompok pertama ini akan dibahas pada sub
pembahasan tentang pihak-pihak kredit sindikasi, sedangkan pada kelompok
kedua ini akan dibahas lebih lanjut. Pada bab III tentang hubungan hukum dan
kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi. Dengan demikian pihak-
pihak yang terlibat dalam pembentukan kredit sindikasi ini adalah :
a. Peminjam atau debitur

Peminjam atau pihak debitur pada kredit sindikasi adalah pihak yang
mengajukan permohonan kredit pada bank untuk mendapat pendanaan. Pihak
peminjam atau debitur pada kredit sindikasi disebut juga borrower, peminjam
pada kredit sindikasi pada umumnya adalah perusahaan yang berstatus Badan
Hukum. Pada kredit sindikasi peminjam sangat meperhatikan dan mengutamakan
mengenal kemudahan proses peminjaman yang cepat dan ekonomis. Dengan
demikian calon debitur pada saat pengajuan permohonan kredit telah mengajukan
data mengenai perusahaan dan tujuan diajukan kredit tersebut, calon debitur untuk
mendapatkan kredit dengan model sindikasi terlebih dahulu dilakukan
pembentukan kredit sindikasi. Sehingga untuk dapat dibentuknya kredit sindikasi
peminjam memberikan mandat kepada bank yang telah diajukan permohonan
kredit tersebut.
b. Arranger

Arranger adalah suatu bank yang ditunjuk dan diangkat oleh calon debitor
untuk mencarikan dana dan oertindak sebagai perancang dari pinjaman sindikasi.
Pada perjanjian kredit sindikasi arranger berfungsi sebagai penghubung antara
bank-bank peserta sindikasi sebagai calon kreditor dengan pihak nasabah sebagai
calon debitor. Arranger dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tanggung
Jawab untuk membentuk kredit sindikasi dari proses permohonan kredit yang
dajukan oleh calon debitor sampai dengan pelaksanaan penandatanganan kredit
sindikasi dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi. Pada umumnya arranger

kredit sindikasi adalah pihak bank peserta kredit sindikasi yang mempunyai
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reputasi dalam menangani kredit dalam jumlah yang cukup besar dan biasanya
merupakan partisipan yang memberikan kredit dengan prosentase yang cukup
besar. Dengan demikian kedudukan arranger pada perjanjian kredit sindikasi
adalah hanya mewakili calon debitor untuk membentuk kredit sindikasi.
Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara arranger dengan calon debitur
adalah hubungan hukum antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa.
c. Pemberi Dana atau Kreditur

Pemberi dana atau disebut juga kreditur pada kredit sindikasi adalah pihak
vang memberikan pinjaman a.au kredit. Pihak pemberi pinjaman atau disebut juga
kreditor pada kredit sindikasi pada umumnya adalah bank atau bukan lembaga
non perbankan sebagai pihak yang memberikan dana, bank dalam rangka
penyaluran dana dengan pemberian kredit ini memberikan persyaratan tertentu
kepada calon debitur. Persyaratan yang ditentukan oleh kreditur bertujuan agar
kredit yang diberikan tersebut mencapai sasrannya dengan terarah dan
menghasilkan, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut kredit yang diberikan
terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap suatu permohonan kredit. Penilaian
kredit ini dilakukan, karena pada system pemberian kredit menyebutkan bahwa
“Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang
diperjanjikan”. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 8 Undang-
undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan demikian system
pemberian kredit didasarkan atas keyakinan bank atas kemampuan dan
kesanggupan, sehingga bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap
kemampuan, Modal agunan, dan prospek usaha debitor. Dengan demikian pada
perbankan untuk melakukan penilaian kredit tersebut dengan menilai dari
beberapa factor yang lebih sering dikenal dengan sebutan “The Five or Credit
analysis” atau prinsip 5 C’s 4. Prinsip 5 C’s ini meliputi penilaian tentang watak
calon debitor, kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh calon debitor modal
yang dimiliki oleh calon debitor, nilai jaminan yang diberikan oleh debitor dan

kondisi ekonomi saat kredit tersebut diberikan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

d. Manajer sindikasi.

Manajer sindikasi adalah pihak bank yang bertugas mengadministrasikan
kredit sindikasi dari pembentukan kredit sindikasi sampai pelaksanaan kredit
sindikasi berakhir. Pada manajer sindikasi terdapat beberapa pihak yang bertugas
dalam pembentukan dan pelaksanaan kredit sindikasi, sehingga dalam
pembentukan kredit sindikasi terdapat pihak-pihak yang bertugas untuk
membentuk kredit sindikasi tersebut, pihak yang mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan pembentukan sindikasi sampai penandatanganan perjanjian kredit
sindikasi adalah arranger. Sedangkan agen adalah pihak yang bertugas untuk
melaksanakan pemberian kredit sindikasi dan pengawasan kredit sindikasi setelah
pelaksanaan pembentukan dan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kredit
sindikasi.

Manajer sindikasi bertugas untuk membuat information memorandum
yang berisikan tentang penilaian keuangan calon debitor yang didalamnya
memuat tentang hal-hal seperti transaksi yang dimaksudkan, latar belakang dari
transaksi tersebut, data mengenai keuangan dan posisi bisnis dari calon debitor.
Dengan demikian pada kredit sindikasi pihak manajer sindikasi yang
mendapatkan mandat dari debitor untuk melaksanakan pembentukan kredit
sindikasi adalah arranger, Arranger pada kredit sindikasi adalah pihak bank yang
mendapatkan mandat dari calon debitor yang pada umumnya, Pada praktek adalah
pthak yang memberikan kredit dalam jumlah prosentase terbesar dan telah
dipercaya oleh calon debitor. Oleh karena itu pada praktek umumnya manajer
sindikasi selain melaksanakan partisipasi aktif dalam negosiasi kredit yang akan
diberikan, juga ikut serta memberikan andil yang besar pada kredit sindikasi.
Maksudnya adalah Manajer sindikasi bertanggung jawab pada proses pelaksanaan
pembentukan dan pelaksanaan kredit sindikasi, sehingga kedudukan manajer
sindikasi harus dapat berdiri ditengah-tengah diantara kepentingan bank peserta
dengan kepentingan debitor, juga dapat membedakan kedudukannya sebagai
manajer sindikasi dan sebagai partisipan atau pihak yang ikut serta pada

pemberian kredit sindikasi.
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e. Partisipan

Partisipan adalah pihak bank-bank yang ikut serta dalam membiayai
pimjaman sindikasi atau bank-bank yang ikut serta dalam pemberian kredit
sindikasi. Kedudukan diantara bank-bank peserta sindikasi dalam perjanjian
pemberian kredit sindikasi ditentukan berdasarkan besarnya dana masing-masing
yang diberikan oleh bank-bank sebagai peserta kredit sindikasi, sehingga dalam
sindikasi tersebut terkadang partisipan mempunyai dua kedudukan yaitu selain
sebagai partisipan yang memberikan dana juga partisipan sebagai arranger, atau
sebagai co-manajer, atau sebagai agen. Dengan demikian pada perjanjian
pemberian kredit sindikasi terdapat aturan yang menyebutkan bahwa para peserta
dalam dalam sindikasi diwakili dan menjadi satu pihak dalm perjanjian,
maksudnya adalah bagi partisipan sindikasi dalam pelaksanaan pemberian kredit
diwakili oleh agen dan bagi pihak debitor dalam pelaksanaan pembentukan kredit
sindikasi diwakili oleh arranger, yang tujuannya adalah memberikan batasan pada
partisipan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya walaupun bank tersebut
mempunyai dua kedudukan baik sebagai partisipan atau sebagai agen.
Kesepakatan diantara pihak tersebut tertuang dalam pelaksanaan penandatanganan
perjanjian kredit sindikasi.
f. Agen

Agen adalah salah satu partisipan atau salah satu bank yang ditunjuk dan
diangkat oleh para partisipan atau para kreditor untuk bertindak sebagai perantara
antara anggota peserta sindikasi yaitu partisipan selaku pihak kreditor dengan
debitor setelah penandatanganan perjanjian kredit sindikasi. Dengan demikian
kedudukan agen bertindak mewakili untuk dan atas nama kreditur sebagai
prinsipal. Kedudukan agen mengenai hak dan kewajibannya diatur di dalam
perjanjian kredit sindikasi yang ditandatangani oleh para peserta sindikasi. Tugas
agen bank berakhir sesuai dengan berakhirnya perjanjian kredit sindikasi.
2.3.5 Pengertian Kredit Macet

Sebelum suatu kredit dinyatakan macet, ada beberapa kriteria kredit

seperti dinyatakan dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
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31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif:
I. kredit lancar (pass), apabila memenubhi criteria :
a. pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu dan memiliki
mutasi rekening yang aktif ; atau
b. bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. kredit dalam perhatian khusus (special mention), apabila memenubhi criteria :
a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum
melampaui 90 hari ; atau
b. kadang-kadang terdapat cerukan ; atau
¢. mutasi rekening relatif aktif ; atau
d. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan ; atau

¢. didukung oleh pinjaman baru.

L

kredit kurang lancar, apabila memenubhi criteria :

a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 90
hari ; atau

b. sering terjadi cerukan ; atau
frekuensi mutasi rekening relatif rendah ; atau

d. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari ;
atau

¢. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor ; atau

f.  dokumen pinjaman yang lemah.

4. kredit diragukan (doubtful), apabila memenuhi kriteria :

a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui
180 hari ; atau

b. terjadi cerukan yang bersifat permanen ; atau

c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari ; atau

d. terjadi kapitalisasi bunga ; atau

¢. dokumen hukum yang lebih baik untuk perjanjian kredit maupun

pengikatan jaminan.
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5. kredit macet (loss), apabila memenuhi kriteria :
a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui
270 hari ; atau

b. kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru ; atau

¢. dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada

nilai wajar,

Pada kriteria kelima diatas suatu kredit dikategorikan sebagai kredit macet.
Menurut Gatot Supramono (1996 : 131), kredit macet adalah suatu keadaan
scorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.
Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar
Janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam
uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka
waktunya habis, adalah wanprestasi.

Macam-macam wanprestasi yang dikenal selama ini, yaitu :

I debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan

)

debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan
debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan

debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan

Ll W

debitur melakukan yang dilarang oleh perjanjian yang telah dibuatnya.

Bank scbagai kreditur harus mengacu pada keempat hal diatas dalam
memberikan kreditnya kepada debitur. Kredit baik dalam jumlah besar maupun
kecil tentu mepanggung risixo. Jika hal-hal diatas dijadikan sebagai landasan

kreditur dalam pemberian kredit, maka risiko dapat diperkecil.
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BAB II1
PEMBAHASAN

3.1. Proses dan bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi

Perjanjian kredit sindikasi proses terbentuknya karena adanya keinginan
debitur untuk memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah yang sangat besar yang
tidak mungkin dipenuhi oleh kreditur (pihak bank) sebagai akibat adanya
ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), juga adanya
usaha untuk membagi risiko dengan bank-bank lainnya.

Kredit sindikasi bagi debitur diperlukan untuk kepentingan publikasi
(image) agar lebih dikenal di pasar sindikasi, sehingga pada akhirnya selain dapat
menambah kredibilitas debitur, terutama bila peserta sindikasi terdiri dari bank-
bank besar dan ternama, juga dapat memupuk kerja sama dengan bank-bank lain.
Adapun Proses terbentuknya sindikasi melalui 9 tahap, yaitu :

1. Permohonan Kredit

Yang dilakukan dalam memberikan/menyalurkan kredit adalah menerima
permohonan kredit yang diajukan oleh :
a.  Pemohon kredit (calon debitur)

Calon debitur datang ke bank untuk menyerahkan proposal permohonan
kredit kepada bank (calon kreditur) seperti halnya pengajuan permohonan
kredit pada umumnya.

b. Bank lainnya

Bank lainnya (calon kreditur) mendatangi calon debitur (Pemilik mega
proyek) untuk menawarkan pemberian kredit/pembiayaan mega proyek calon
debitur.

2. Analisa Kredit

Bank yang memperoleh permohonan kredit dari calon debitur, akan
memperhatikan reputasi dari calon debitur, karena dengan memperhatikan hal
tersebut bank dapat mengurangi risiko yang mungkin akan timbul di kemudian
hari. Reputasi dari calon debitur yang diperoleh dapat berasal dari hasil

28
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wawancara yang dilakukan dengan pengurus yang mewakili perusahaan serta
Referensi dari para pelaku usaha dan dari bank-bank lainnya.

Arranger yang akan :nemberikan kredit sindikasi akan memperhitungkan
apakah kredit sindikasi yang akan diajukan layak untuk diberikan atau tidak

Dalam hal permohonan yang diajukan oleh bank lain, maka calon partisipan
selain memperhatikan reputasi dari calon debitur juga memperhatikan reputasi dan
bonafiditas dari bank yang mengajukan penawaran kredit kepada debitur,
3. Offer/Penawaran Kredit

Setelah arranger melakukan analisa kredit dan telah menyetujuinya, maka
arranger akan memberikan penawaran bentuk-bentuk jaminan perolehan kredit
yang diinginkan oleh calon penerima kredit yaitu :
a. Indicative Terms Offer.

Indicative Terms Offer sebenamya hanya merupakan outline dari syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan suatu kredit yang diajukan oleh arranger, yang
mengatur pembentukan sindikasi kepada calon penerima kredit berisikan
mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar suatu
transaksi dapat dilaksanakan. Bank yang mengeluarkan offer (penawaran) itu
sama sekali tidak memberikan komitmennya mengenai kepastian untuk
memperoleh dana sesuai dengn jumlah yang dibutuhkan oleh calon debitur,
karena biasanya hanya meliputi beberapa parameter saja dari transaksi yang
ditawarkan, seperti jumlah, jangka waktu, bunga, angsuran, dan Covenants
(klausul) yang dikehendaki, sehingga kedudukan dari suatu Indicative Terms
Ojffer hanya sebagai advice saja dan hal itu harus secara Jelas diindikasikan
didalam offer document yang dimaksudkan.

b. Best efforts offer

Best efforts offer adalah suatu offer yang sama sekali tidak memberikan
kepastian bagi calon nasabah bahwa dana yang diinginkan olehnya akan
dikerahkan dari- pasar kredit sindikasi oleh arranger yang mengajukan offer
itu, pasti akan diperoleh meskipun berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang spesifik. Dengan kata lain arranger tidak menanggung

(underwrites) diperolehnya dana baik sebagian atau seluruhnya.
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¢. Underwritten Olffer.

Underwrite adalah suatu bentuk offer yang memberikan jaminan kepada

calon penerima kredit untuk memperoleh sebagian atau seluruh dana yang

diperlukan.
Ada 2 bentuk Underwritten offer yaitu :

a)

b)

Fully Underwritten Offer, adalah suatu offer yang diberikan oleh arranger
kepada calon debituf untuk memberikan kepastian diperolehnya seluruh
dana sesuai dengan jumlah yang diperlukan berdasrkan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang spesifik. Apabila diterima oleh calon penerima
kredit, maka offer tersebut merupakan suatu tanggungan yang mutlak bagi
calon penerima kredit yang akan mengikat arranger yang mengajukan
offer untuk menyediakan seluruh jumlah dana yang dimaksud sekalipun
arranger akhirnya tidak berhasil mengerahkan dana itu dari pasar
sindikasi. Untuk penawaran ini calon penerima kredit harus membayar
underwriting fee.

Partially Underwriten QOffer, adalah suatu offer diberikan oleh arranger
kepada calon penerima kredit yang memberikan kepastian untuk
memperoleh sebagian saja dari seluruh dana yang diperlukan berdasrkan

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang spesifik.

4. Mandate

Offer (penawaran) tersebut merupakan dasar bagi pemberian mandate

(mandat) oleh calon penerima kredit kepada arranger, yaitu kewenangan yang

diberikan oleh calon penerima kredit kepada arranger untuk mangatur (fo

arrange) penyelenggaraan kredit sindikasi tersebut. Mandat ini secara umum

isinya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh

bank (arranger) kepada calon penerima kredit.

5. Invitation/Undangan kepada Calon Bank Peserta

Arranger akan memberikan undangan kepada bank-bank yang mempunyai

keinginan untuk turut berpartisipasi dalam kredit sindikasi. Undangan yang

diberikan oleh arranger harus disertai dengan dokumen yang disebut information
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of memorandum, yang memuat hal-hal sebagai berikut :

a. transaksi yang dimaksud,

b. latar belakang dari transaksi tersebut secara detail, agar bank yang diundang
dapat melakukan analisis dan mengambil keputusan mengenai kesediaan
ikut serta dalam sindikasi,

¢. informasi mengenai karakter, keadaan keuangan dan posisi bisnis dari calon
penerima kredit,

d. feasibility study/studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan.

6. Respon dari Calon Bank Peserta

Setelah bank-bank yang memperoleh undangan dari pihak arranger, maka
bank-bank tersebut akan memberikan jawaban mengenai kesediaan ataupun
ketidaksediaan berpartisipasi dalam kredit sindikasi. Apabila bank-bank tersebut
bersedia untuk berpartisipasi dalam kredit sindikasi yang diajukan oleh arranger,
dalam memberikan jawaban atas undangan terseut pada prakteknya selalu disertai
dengan klausula-klausula yang ingin dimasukkan dalam perjanjian kredit
sindikasi.
7. Final Alocation

Arranger yang telah memperoleh jawaban serta masukan-masukan dari
bank-bank yang bersedia turut berpartisipasi dalam kredit sindikasi kemudian
melakukan Legal Meeting yaitu pertemuan yang diadakan antara arranger dengan
calon bank-bank peserta untuk membahas mengenai klausula-klausula yang akan
dimasukkan dalam perjanjian kredit sindikasi serta penunjukan agen yang
bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kredit sindikasi.
8. Dokumentasi

Setelah klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit sindikasi
tersebut telah disetujui oleh semua pihak, maka arranger akan menunjuk legal
counsel untuk mendampingi dalam melakukan negosiasi dengan calon debitur
vang juga didampingi oleh legal counsel.
9. Signing

Perjanjian kredit sindikasi yang telah final, kemudian ditandatangani oleh

semua pihak yang berkompeten, yaitu arranger, agent, bank peserta sindikasi dan
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debitur. Pelaksanaan penandatangan ini disebut dengan signing ceremonial, yang
secara bersamaan mengakhiri tugas dari arranger. (Sutan Remi Sjahdeini, 1997:24)

Bentuk perjanjian kredit sindikasi pada dasarnya sama seperti perjanjian
kredit pada bank-bank pada umumnya yaitu menggunakan bentuk tertulis yang
berupa standart contract, dengan mencantumkan beberapa klausula yang
ditetapkan sepihak oleh pihak bank selaku pemberi kredit (kreditur). Tetapi
bentuk perjanjian kredit sindikasi mempunyai karakteristik tersendiri, karena
adanya kreditur yang berjumlah lebih dari satu bank. Kenyataan tersebut
menyebabkan hubungan yang terjadi tidak semata-mata antara debitur dengan
kreditur tetapi juga hubungan antar kreditur,

Spesifitas dari perjanjian kredit sindikasi sebagaimana tersebut diatas
berdampak pada klausula-klausula yang harus dicantumkan dalam perjanjian
kredit sindikasi tersebut, menjadi lebih kompleks. Hal tersebut disebabkan karena
perjanjian kredit sindikasi tersebut tidak hanya mengatur masalah hak dan
kewajiban dari debitur tetapi juga mengatur masalah hak, kewajiban serta
pembagian tugas diantara kreditur-kreditur tersebut.

Di dalam sindikasi dikenal ada dua macam bentuk yaitu “Sindikasi Murni”
dan “Club Deal”. Bentuk “Club Deal” ini kemudian terbagi lagi menjadi “Club
Deal Murni” dan “Club Deal ala Konsorsium”,

Perbedaan antara “Sindikasi Murni” dengan “Club Deal” adalah pada waktu
disetujuinya pemberian kredit. Dalam Sindikasi Mumi persetujuan pemberian
kredit diberikan kepada calon debitur sebelum kredit ditawarkan (oleh bank
penerima kredit) kepada bank-bank lain untuk disindikasikan. Sedangkan pada
Club Deal persetujuan pemberian kredit baru akan diberikan bila bank penerima
permohonan kredit telah berhasil mengumpulkan bank-bank lainnya untuk
memberikan kredit secara sindikasi.

Sedangkan Club Deal sendiri mempunyai dua bentuk yaitu Club Deal ala
Konsorsium dan Club Deal Murni. Dalam Club Deal ala Konsorsium yang
bertindak sebagai manajer sindikasi hanya satu bank yang ditunjuk oleh masing-

masing bank atau sebagai “group of management”.

S
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Proses perjanjian kredit sindikasi selain mengikuti berbagai-tahapan
sebelum kredit dikucurkan kepada debitur seperti kebiasaan yang dilakukan dalam
praktek perbankan juga harus selektif dalam memilih bentuk offer (penawaran)
kredit yang akan digunakan, sesuai dengan sifat, bentuk maupun risiko dari usaha
debitur.

Di samping masalah bentuk offer, hal lain yang harus diperhatikan oleh
arranger adalah hal-hal yang terkandung dalam information of memorandum,
harus seakurat mungkin, agar bank-bank yang ingin ikut berpartisipasi dalam
perjanjian kredit sindikasi mendapat gambaran yang Jelas, tidak saja mengenai
debitur maupun usahanya teapi juga menyangkut prospek usahanya.

Besarnya jumlah kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi selain berdampak
positif dalam hal penyebaran risiko juga menimbulkan dampak negatif seperti
misalnya: wanprestatie oleh pihak debitur, penjualan piutang oleh salah satu
kreditur. Dalam hal ini legal meeting yang merupakan bagian dari tahap final
alocation, harus benar-benar diperhatikan oleh para kreditur, karena tidak saja
menyangkut hak dan kewajiban debitur tetapi seharusnya menyangkut pula hak
dan kewajiban di antara kreditur. Hal tersebut disebabkan karena di dalam legal
meeting antara arranger dengan bank-bank peserta berunding membahas
mengenai klausula-klausula yang akan dimasukkan dalam perjanjian kredit
sindikasi. Klausula-klausula yang dibahas dalam legal meeting seharusnya tidak
hanya terbatas pada klausula-klausula yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
dari debitur tetapi juga mengenai hak dan kewajiban dari para kreditur. Juga perlu
diperhatikan masalah penunjukkan dua legal counsel yang benar-benar ahli dan
berpengalaman mengenai seluk beluk kredit sindikasi, yang masing-masing akan
mendampingi arranger dan calon debitur dalam melakukan negosiasi mengenai
klausula-klausula yang telah di bahas dalam legal meeting, hal ini sesuai dengan
ketentuan yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai
Syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1320.
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3.2 Kekuatan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi
3.2.1 Sebagai Alat Bukti Surat

Didalam tertib hukum di Indonesia perjanjian kredit didasarkan atas
Undang-Undang Perbankan 1998, mengandung 2 buah pedoman mengenai
hukum yang dipergunakan untuk perjanjian kredit, sebagai berikut :

a. Perjanjian kredit didasarkan pada perjanjian pinjam uang (pasal 1c)
b. Terhadap bank yang dimaksud di dalam Undang-undang ini berlaku segala
macam hukum Indonesia (pasal 2).

Padahal sampai saat ini perjanjian kredit (termasuk Juga sindikasi) sebagai
penjabaran perjanjian kredit sindikasi secara Internasioal. Disanping itu secara
nyata hukum adat tidak pernah digunakan didalamnya. Dan secara umum pula
pada perjanjian kredit sindikasi mengenal adanya rekening koran dan hypotheek,
sebaliknya hukum adat setempat tidak mengenalnya. Untuk masalah kredit
sindikasi ini penulis lebih condong berpendapat bahwa perjanjiannya tidak sama
dengan perjanjian pinjam uang, sebab pada perjanjian kredit (termasuk kredit
sindikasi) mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Pada kredit sindikasi, pihak bank menghendaki Jjaminan (tanpa jaminan tidak
akan terjadi pemberian / realisasi kredit oleh bank.

2. Dasar hukumnya jelas berlandaskan UU Perbankan 1998 dan KUH Perdata.

3. Tidak terdapat hukum adat didalamnya.

Dengan demikian permasalahan perjanjian kredit semakin Jelas, bahwa
perjanjian pinjam uang, walaupun menurut Marhainis Abdul Hay setuju bahwa
kredit dilihat sebagai pinjam pengganti dan berlaku Buku III KUH perdata. Hal
seperti ini (maksud saya adalah pada perjanjian kredit) tidak segala macam hukum
Indonesia tertuang dalam kredit. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?.
Permasalahan ini sebenarnya sangat sederhana, karena yang kita lihat adalah UU
Pokok Perbankan, dan bukan Undang-Undang Pokok Perkreditan. Sepintas lalu,
kita dapat terkecoh dalam menelusuri/membahas masalah kredit yang tampak
hampir sama dengan perjanjian pinjam uang. Jadi perjanjian kredit termasuk juga
sindikasi memiliki identitas tertentu padanya, dan jelas berbeda dengan pinjam

pengganti (pinjam vang). Adapun identitas tertentu yang saya maksudkan adalah

B
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sama dengan pendapat Mariam Darus Badrulzaman, dimana dijelaskan bahwa
perjanjian kredit bersifat konsensuil (pacta de contracendo) obligatoir, yang
dikuasai oleh UU Perbankan 1998 dan bagian umum KUH Perdata. Sedangkan
penyerahan uangnya sendiri bersifat riil. Artinya pada dasarnya perjanjian terjadi
atas permufakatan antara debitur dan kreditur mengenai hubungan hukum antara
keduanya.(Achmat Wirata Kusumah, 1986 : 6)

Dilain pihak disaat uang itu mulai diserahkan, maka ketentuan perjanjian
dianggap mulai berlaku, hal ini dituangkan ke dalam model perjanjian kredit pada
kedua belah pihak.

Pada praktek pemberian kredit oleh perbankan, penyerahan uang yang
dibutuhkan pada umumnya terjadi persesuaian dari kedua belah pihak. Sehingga,
walaupun sudah terjadi kesepakatan, tetapi biasanya penanda tanganan perjanjian
tidak selalu bersamaan dengan penyerahan uang,

Penulis kembalikan lagi ke pasal 24 UU No. 7/1992 Jo. No 10/1998 tentang
Perbankan, yang menjelaskan tentang bank umum tidak memberi kredit tanpa
Jaminan kepada siapapun. Dengan adanya pengikatan jaminan berupa barang atau
yang lain. Dan dari sini pula penulis beranggapan bahwa pihak debitur mampu
membayar atau mengembalikan pinjaman tersebut. Begitu pula sebaliknya pihak
kreditur pun dianggap mampu dalam hal penyediaan dana pada waktu yang
diperlukan oleh pihak debitur untuk pelaksanaan proyek.

Usaha-usaha dapat diatur dan disepakati dalam perjanjian kredit sindikasi
oleh kedua belah pihak, baik oleh pihak kreditur maupun debitur, Tetapi yang
perlu diperhatikan adalah pengamanan kelangsungan kredit; siapa tahu salah satu
pihak ada yang melanggar/ingkar Janji (wanprestasi). Masalahnya adalah untuk
menjaga hal-hal yang tidak dinginkan atau terjadinya sengketa di kemudian hari,
perlu adanya pembuktian pada perjanjian kredit sindikasi. Karena selain Jumlah
kredit yang sangat besar juga melibatkan lebih dari satu bank sebagai kreditur,

Tentang pembuktian pada umumnya dituangkan pada buku keempat KUH
Perdata. Seperti pada pasal 1865 jo 1866, tentang pembuktian berbunyi sebagai

- G
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berikut : Pasal 1865 :
* Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,
menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau
peristiwa tersebut”.

Jika ada suatu pertanyaan : “Alat apa sajakah yang dapat digunakan sebagai
alat bukti untuk membuktikan suatu hak setiap orang, maka dengan cepat penulis
mendapatkan jawabannya seperti yang ada tertuang pada pasal 1866 sebagai
berikut :

“ Alat bukti tulisan, alat bukti dengan saksi-saksi, alat bukti persangkaan, alat
bukti pengakuan dan alat bukti sumpah”.

Penulis lebih lanjut untuk menyebutkan alat bukti surat pada alat bukti
tulisan yang dimaksud pada pasal ini, sehingga untuk seterusnya penulis akan
menyebutnya dengan alat bukti surat.

Padahal instrumen (alat) pokok dalam pemberian kredit oleh bank adalah
berupa surat perjanjian atau yang lebih dikenal dengan “Surat Hutang”. Yang
mana dalam prakteknya surat perjanjian kredit dibuat secara dibawah tangan atau
merupakan akte dibawah tangan, atau dapat pula berupa akte otentik khususnya
bagi kredit-kredit yang jumlahnya relatif besar. (Syaiful Bahri, 1987 : 27)

Oleh karena itu perjanjian kredit sindikasi mempunyai kekhususan
diperuntukkan pada jumlah kredit yang besar jumlahnya, maka penulis dapat
menentukan bahwa “Perjanjian Kredit Sindikasi”, dibuat berupa akte otentik,
bukan akte dibawah tangan.

Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa pada perjanjian kredit sindikasi yang
dimaksud sudah merupakan alat bukti surat bagi pihak yang terkait, baik bagi
bank sendiri maupun bagi pihak debitur (peminta kredit).

Suatu akta otentik yang berupa perjanjian kredit sindikasi oleh bank
(kreditur) dan debitur adalah suatu bukti yang sempurna. Mengapa dapat
dikatakan demikian. Sebab hal itu sangat erat hubungannya dengan pasal 1870
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KUH Perdata yang berbunyi :

“Suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta ahliwaris-ahliwaris
atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna
tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Untuk itu secara langsung dapat penulis katakan bahwa surat perjanjian
kredit sindikasi merupakan alat bukti surat, yang penjabarannya dibuat dengan
suatu akta otentik dan merupakan suatu bukti yang sempurna menurut hukum.

Sementara, Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya :” Perjanjian Kredit
Bank”, menyebutkan bahwa didalam praktek perbankan menunjukkan tentang
pemohon kredit tidak mengetahui isi perjanjian itu secara “Patut”. Isinya tidak
dibacakan dan formulir perjanjian itu tidak ditandatangani. (Mariam Darus
Badrulzaman, 1991 : 34)

Surat perjanjian yang dibuat oleh bank tersebut menunjukkan sifat atau
keadaan yang sepihak, sehingga calon debitur tinggal menyetujuinya saja,
walaupun secara tertulis/tertuang adanya kata : “Perjanjian itu bersama dengan
segala hubungannya dan bersama dengan akibatnya dan seterusnya”. Dengan
demikian maka untuk permohonan kredit dengan menggunakan perjanjian
tersebut, kedudukan pihak bank menjadi lebih kuat atau lebih menentukan, yang
mana tidak terlihat adanya suatu persetujuan yang sebenarnya.

Surat perjanjian tersebut tidak selalu digunakan untuk semua pemberian
kredit kepada debitur, buktinya dengan adanya perjanjian kredit sindikasi, sebab
perjanjian kredit sindikasi dalam hal ini tidak boleh disamakan dengan perjanjian
kredit yang tertuang dalam surat perjanjian tersebut, walaupun keduanya sama-
sama merupakan perihal kredit dan sebagai salah satu produk bank tersebut.
Permasalahan pada kredit sindikasi tidak sesederhana itu, karena menyangkut hal
yang sangat penting, yaitu disamping menyangkut dana yang sangat besar, juga
bertujuan mensukseskan proyek sebagai unit dari pembangunan,

Untuk itu perjanjian kredit sindikasi merupakan langkah baru sebagai
terobosan alih teknologi perbankan dari tingkat nasional. Kedudukan antara pihak
kreditur dengan debitur adalah seimbang, artinya dengan seksama pihak debitur
mengetahui dengan jelas peraturan yang tertuang, baik jaminan, waktu pemberian
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kredit serta bunga dijelaskan pada pokok-pokok perjanjian kredit sindikasi. Untuk
masalah ini penulis menggaris bawahi bahwa perjanjian tersebut keadaannya
bukan fiktif semata. Sehinggga kata sepakat didalamnya benar-benar berupa akta
otentik sebagai alat bukti yang sempurna. Disamping itu sebagai bukti yang lebih
kuat dari alat bukti yang lain, sebab akte perjanjian kredit sindikasi dibuat secara
notariil.

3.2.2 Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak Yang Terkait

Telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa yang terpenting pada
perjanjian kredit secara umum adalah kata sepakat dari pihak yang terkait, dalam
hal ini tentu saja termasuk bank dan debiturnya (peminta kredit). Adapun
kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak memberikan akibat sebagai
Undang-undang bagi para pihak-pihak.

Permasalahan ini lebih jelas lagi bila dilihat pada pasal 1338 KUH Perdata
yang membahas tentang akibat hukum dari adanya persetujuan : (ayatl), berbunyi
antara lain :” Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Berarti setiap persetujuan yang telah
dibuat oleh kedua belah pihak (antara debitur dan kreditur) mengikat para pihak
tersebut. Dengan kata lain para pihak yang terkait yaitu debitur dan kreditur harus
mentaati hukum didalamnya. (Setiawan, 1979 :64)

Persetujuan antara Debitur dengan Kreditur dapat berakhir bilamana
memenuhi ketentuan yang ada dalam pasal 1338 ayat 2, yang berbunyi :

“Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu”.

Dalam pada itu pihak yang sudah menyetujui tidak diperbolehkan seenaknya
menarik kembali, selain adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Selanjutnya,
persetujuan yang telah ditetapkan dianggap sah bila telah memenuhi 4 syarat
(seperti pada pasal 1320), yaitu meliputi :

1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3) Suatu hal tertentu;
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4) Suatu sebab yang halal.

Sementara perjanjian kredit diperoleh dari hasil kesepakatan, dan diantara
pihak-pihak yang terkait tentunya cakap, sebab pada bank dan pihak debitur
(dalam hal ini adalah usahawan) dikategorikan cakap dalam membuat perikatan.

Kemudian persetujuan kredit paling tidak merupakan suatu hal tertentu,
yaitu untuk memberikan dorongan dana bagi mereka yang membutuhkan, apalagi
yang menyangkut pembangunan. Yang terakhir persetujuan yang dimaksudkan
dalam hal ini menjelaskan sesuatu yang halal. Artinya, tidak ada maksud dari
pihak kreditur ataupun debitur untuk menekan maupun fiktif antara mereka, satu
sama lain. Dengan tujuan yang baik menggambarkan adanya suatu perwujudan
yang halal (diperbolehkan).

3.3 Akibat hukum Jika Terjadi Kredit Macet.

Suatu keadaan dimana si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang
dijanjikannya maka dapat dikatakan, debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa
atau lalai atau ingkar janji atau juga debitur melanggar perjanjian, bila debitur
melakukan atau berbuat sesuai yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan
wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat
macam:

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan;

¢) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
(Subekti, 1990 : 45).

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (debitur sebagai pihak yang
wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman, Hukuman
atau akibat-akibat yang ditanggung oleh debitur yang lalai ada empat macam,
yaitu
a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat

dinamakan ganti rugi;
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b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
Pengalihan Risiko;

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim. (Subekti,
1990 : 45).

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka
harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau
alpa. Ada pula seseorang dapat dikatakan lalai jika debitur ( si berhutang) telah
diperingatkan sebelumnya, akan tetapi debitur ( si berhutang) tidak mengindahkan
teguran tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang
berbunyi: ,

“Si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah
akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini
menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu
yang ditentukan.”

(Pasal 1238 KUH Perdata oleh SE MA No. 3 tahun 1963 dianjurkan untuk
tidak terlalu bergantung secara ketat, maksudnya Pasal 1238 KUH Perdata
tersebut dapat digunakan atau tidak digunakan dalam artian dapat dikesampingkan
penggunaannya).

Apakah yang dimaksud dengan surat perintah itu? Yang dimaksudkan ialah
suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan. Dalam prakteknya pihak
kreditur dapat secara langsung menggugat ke pengadilan negeri dan tembusannya
diberikan kepada pihak debitur yang dalam hal ini sebagai pihak tergugat setelah
sebelumnya debitur telah ditegur secara lisan oleh kreditur dan Jjika demikian
maka secara otomatis debitur telah dianggap wanprestasi seperti yang diatur
dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi
perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau
dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya.”

Dalam perjanjian kredit disini kewajiban debitur adalah mengembalikan
hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan kepada bank sebagai pihak
kreditur, maka seorang debitur apabila telah memenuhi ketentuan pasal 1243
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KUH Perdata maka status kredit yang diberikan tersebut menjadi kredit
bermasalah atau bahkan meningkat statusnya menjadi kredit macet. Kredit
bermasalah disini adalah kredit dengan kolektibilitas diragukan yang mempunyai
potensi menjadi macet, sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran
pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari dua masa angsuran
ditambah 21 (duapuluh satu) bulan atau penyelesaian kredit telah diserahkan
kepada lembaga pengadilan atau BPUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara). Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah akan tetapi
kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet ( SK Direksi
BI No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 dan SE BI No. 26/4/BPPP tanggal
29 Mei 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif).
Dalam praktek perjanjian kredit oleh bank, penyelesaian terjadinya kredit
macet, dapat dilakukan dengan jalan, yaitu:
3.3.1 Penyelesaian Dengan Negosiasi
Penyelesaian kredit bermasalah dengan jalan negosiasi atau dengan

musyawarah, dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan meskipun
tersendat-sendat, dapat membayar bunga meskipun kemampuannya telah
melemah dan tidak dapat membayar angsurannya. Bahkan, terhadap debitur yang
usahanya sudah tidak dapat berjalan pun dapat dilakukan penyelesaian dengan
negosiasi. Sebagai contoh yaitu : apabila ratio agunan/jaminan kredit masih
mencukupi dan ada usaha lain yang dianggap lebih layak dan dapat menghasilkan,
maka kepada debitur bersangkutan dimungkinkan untuk diberikan suntikan dana
vang hasilnya dapat dipergunakan untuk membayar seluruh kewajibannya.
Adapun bentuk penyelamatan kredit tersebut antara lain :
a. Rescheduling (Penjadwalan kembali)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran

dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, termasuk apabila terjadi atau

tidak terjadi perubahan besarnya angsuran;
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b. Restructuring (Penataan kembali)
Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana
bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit baru, atau konversi
seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan;

. Reconditioning (Persyaratan kembali)
Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas
pada perubahan jadwal pembayaran, jadwal pembayaran, jangka waktu dan
atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum
saldo kredit (Muhamad Djumhana 1993 : 230)

Pada dasarnya, tujuan dilakukannya rescheduling, restructuring dan
reconditioning adalah dalam rangka upaya bank untuk membantu nasabahnya
vang beritikad baik pada saat mengalami kesulitan dalam rangka mengelola
usahannya, yang menyebabkan berkurangnya atau melemahnya kemampuan
untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Dengan tindakan ini bank memberi
kesempatan kepada debiturnya untuk berusaha lagi.

Pada sisi lain, penyelesaian kredit bermasalah dengan sistem negosiasi tidak
selalu dengan rescheduling, restructuring ataupun reconditioning tersebut,
melainkan dapat juga terjadi dengan pelaksanaan penjualan agunan atau jaminan
kredit, sama-sama atau bank sendiri tanpa adanya perselisihan. Hal ini dapat
terjadi, utamanya apabila debitur yang bersangkutan mempunyai itikad baik dan
masih dapat diajak kerjasama (coorperate). (Muhamad Djumhana 1993 : 234)
3.3.2 Penyelesaian Dengan Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah dengan litigasi ini dilakukan baik terhadap
debitur yang usahanya masih berjalan maupun terhadap debitur yang usahanya
tidak lagi berjalan, dimana debitur yang bersangkutan tidak dapat bekerjasama
dan termasuk debitur yang bad Character (mempunyai watak yang tidak baik).

Pada prakteknya penyelesaian kredit dengan litigasi ini dilakukan dengan
pengajuan gugatan atau eksekusi kepada lembaga :

a. Pengadilan Negeri
Penyelesaian kredit melalui pengadilan dilakukan dengan jalan

mengajukan gugatan untuk mengajukan sita eksekusi terhadap jaminan jika
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dalam hal ini tidak ada grosse akta dan jika mempunyai grosse akta dapat
mengajukan permohonan sita eksekusi grosse akta. Permohonan eksekusi ini
dilakukan atas dasar kekuatan grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta
hipotik. Untuk waktu sekarang setelah berlakunya Undang-undang No. 4
tahun 1996 khususnya pasal 14 ayat 3, maka grosse akta tidak berlaku lagi dan
sebagai gantinya adalah akta pemberian hak tanggungan.

b. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Dengan undang-undang nomor 49 PP Tahun 1960 PUPN bertugas
menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi
pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian baik bagi bank milik
negara penyelesaian kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet
pada badan tersebut maka secara hukum wewenang atas penguasaan atas hak
tadi dialihkan kepadanya. Penyerahan piutang macet ini di dalam Keputusan
Menteri Keuangan No.293/KMK/09/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang
Pengurusan Piutang Negara disebut Pengalihan Pengurusan Piutang Negara
dan penyelenggaraan piutang negara yang dimaksud dilakukan oleh BUPLN
(Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ).

Adapun proses penjualan jaminannya, apabila melalui pengadilan negeri
maka yang bertindak sebagai wakil dari kreditur adalah Kepala Panitera
Pengadilan Negeri, sedangkan apabila penjualan jaminan dilakukan oleh PUPN
maka yang bertindak mewakili kreditur dalam hal ini adalah Kepala Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN).

3.3.3 Penyelesaian Melalui Arbitrase

Yang dimaksud arbitrase menurut pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase ialah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh
para pihak yang bersengketa. Orang yang ditunjuk untuk memutuskan sengketa
ini dinamakan arbiter atau wasit. Jika arbitrase diadakan untuk satu kali saja, yaitu
untuk memutuskan satu sengketa saja dan setelah itu dibubarkan, maka arbitrase
yang demikian ini dinamakan arbitrase ad hoc. Namun sekarang hampir di setiap

d‘a k-
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negara terdapat suatu lembaga yang menyelenggarakan, oleh lembaga-lembaga
semacam itu dinamakan arbitrase lembaga (Institution arbitrase). Di Indonesia
telah didirikan arbitrase lembaga dengan nama Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI).
Ketentuan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, adalah sebagai
berikut o
“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan
terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.”
Bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian lewat arbitrase atau
perwasitan mempunyai beberapa keuntungan yaitu :
I Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dengan cepat;
2. Wasitnya oleh ahli-ahli yang dipilih sendiri oleh pihak dan ahli dalam
bidangnya masing-masing;
3. Dalam memeriksa ataupun memutus sengketa dilakukan dengan sistem pintu
tertutup dalam arti tidak dapat diketahui umum (tidak dipublikasikan)
(Richard Burton Simatupang,1996:55).
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KESIMPULAN DKN‘SKRAN\

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut maka dikemukakan kesimpulan sebagai
berikut:

(1) Perjanjian kredit sindikasi proses terbentuknya karena adanya keinginan
debitur untuk memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah yang sangat besar
yang tidak mungkin dipenuhi oleh kreditur (pihak bank) sebagai akibat
adanya ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
Juga adanya usaha untuk membagi risiko dengan bank-bank lainnya.
Proses terbentuknyaﬂ perjanjian kredit sindikasi melalui 9 tahap yaitu :
Permohonan kredit, Analisa kredit, Offer/Penawaran, Mandat, Invitation/
Undangan kepada Calon Bank Peserta, Respon dari Calon Bank Peserta,
Final ~Alocation, Dokumentasi, Signing. Bentuk Perjanjian Kredit
Sindikasi pada dasarnya sama seperti perjanjian kredit pada bank-bank
umumnya yaitu menggunakan bentuk tertulis yang berupa Standart
Kontrak.

(2) Pada kredit sindikasi menyangkut dana yang sangat besar juga bertujuan
mensukseskan pembangunan sehingga untuk kekuatan hukum sebagai alat
bukti surat maka perjanjian kredit sindikasi harus dibuat dalam bentuk akta
otentik yang dibuat secara notiriil sesuai dengan pasal 1870 KUH Perdata.
Sedangkan sebagai undang-undang berarti perjanjian kredit sindikasi
mengikat debitur dan kreditur untuk mentaati isi perjanjian yang dibuatnya
sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata.

(3) Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi kredit macet ada dua
tahap, pertama melalui upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Agent
Bank atau partisipan melalui tiga proses yaitu: Rescheduling (Penjadwalan

kembali), Restructuring (Penataan kembali), Reconditioning (Persyaratan
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kembali). Kedua berupa upaya penyelesaian melalui: negosiasi, litigasi,
BUPLN atau dengan melalui arbitrase.
4.2 Saran

(1) Perjanjian kredit sindikasi pengaturannya harus lebih bersifat khusus
disamping itu juga perlu adanya publikasi untuk mendapat masukan dari
masyarakat mengenai perkembangan dunia usaha calon debitur.

(2) Pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan mengenai
perjanjian kredit termasuk didalamnya yang mengatur tentang perjanjian
kredit sindikasi agar para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi

mempunyai suatu pedoman yang jelas.
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/’ et
Marligon Hakim
"Kepala Seksi

ARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 935

Tembusan Kepada :
e Yth. Ketua Bagian /Kejur.Perdaba:“---__
* Yung bersanghkutan

s Arsip 4

.
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No. : /87 UPPB/PbB.. Jakarta, 13 September 1973
 Kepada :
2 Semua Bank i F
di- ok
. INDONESIA

i
1
Périhnl 1 (Erda sama antara Bank Pemerintah_.
- TA nank Swasta Nasional dan antara Bank
Swasta Nasional - Bank Asing.

R o 0 e 0 2 e e e e e e e g e e o g e e s e

Sebﬁgaimana Saudara maklum, maka sejak bulan loperber
1969 Bank Indonesia telah menggariskan kebijaksanaan boru
dalam rangka membina perbankan umumnya, Banlc Swasta !lasia-
'ndl khususnya, antara lain berupa pemberian kredit likyi-
ditas yang dikaitkan pada perbaikan Inanagement, pemberian
Tasilitas kredit likwiditas khusus dan lain sebagainya
dan bantuan berupa tcchnical-assistance, pendidikan tena.
Ea-tenaga pimpinan dan sebagainya, ;

Untuk memberikanrhantuaﬁ yang lebih konkrit lagid ke-
pada Bank Swasta Nasional dalam usahanya untu) dapat meng.
konsolidir dirinya bhaik dibidang -permodalan maupun dibi-
dang management, maka kami telah menganjurkan agar karja
sama antar perbankan perlu lebih ditingkatkan dan tipoer-
kembangkan, Ker ja-sama dimaksud dapat dilakukan antar
Bank- Bank Swasta Nasional Sendiri, antara Nank-Bank I'c.
merintah dengun Bank-Bank Swasta Masional ataupun antara
Bank-Bank Swasta-lasional dengan Bank-Bank Asing, .

) Hefﬁubung"dehgan.itu, dengan ini kami menetapikan ke-
tentuan berikut ' ' . ' -y

-

I. Kerja-sama antara Bank ~Nank Pemerintah.dencan Ba sk -Bunie
Swasta Masionnl, . f |

Lalam rangka-ﬁemampuannya masingnmasing, mai:n

.

\)

e

2»5 ' i {{ﬁgﬂg oy oy
/ : .

Sz

A2
— b A
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menganjurkan agar Bank-Bank Pemerintah
tu Bank-RBank Swasta HNasional dalan meningkaikan
Adzapun bantUdn/Pe¢7a—:aﬂa ini dapat dllaPulan dalam

benuux $

1. Pemberian bantuan management 2
Apabila'dianggap perlu, malka kerja-sama antara Duank
Bank qwasta Nasional dengan Bank .Pemerinrah dapat
verbentuk pemberlan bantuan management,
Bantuan managanent ini dapat harupa :

}é.'bdntuan tehnis (technical management) vaitu ve-
rupa pemberian pendidikan bagi’ pegabat-pejabau/
varyawan-karyawun bank ;

b.: bantuan tenaga berupa bantuan untuk pimpinan

déri'tenaga-tenaga yang aktip secara part-time
ataupun full-time atau bhertindak sebagai pena-
, * sehat. ¢ J !

Untuk-ditu diminté kepada Bank-Bank Swasta Hasional
menghubungi dan nerundingkannya dengan Direksi
Bank-Bank Pemerintah yang Versangkutan,

2; FKerja-sama dalam pembiavaan (joint- financing)
Dalam usaha menanggulangi faktor cost of money dan
usaha untuk tetap mempertahankan nesabzh-nasabah
ya* baik serta untuk perluasan usaha, maka ker ja-

ma dapat dila“uran dalan bentuk joint-financing
an ar sesama EBank Swasta MNasional sendiri
Denbnn Joint-financing inti- memunskinkan pemdberian
kredit dalam jumlah lcbik besar. Perlu ditanbahkan
'LiSiﬁ¢, bahwa kreditc vang diverikan itupun dapat:
digadai- ulangkan kepada Bank Sentral menurut.keter.
tuan-xetentuan yang barlaku. ! :
Kerjasama dimaksud diatas dapat pula dilakukan

ot : : : ,é\n:a‘:'a s \ens
: § R o

-
_’(t‘::’

P
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antara Bank Pemerintah dan Bank Swasta FRasiona) de-
ngan tidak perly melepaskan debitu:/r“sabahnya.

3

Mengenai bunga atas bagian Pembiaysan masing-masing
Serta remunerasi berupa Propisi atay komisi henda.-

1 2 iy i B . ik
nya dirundingkan antara Pihak-pihak yang bcrsangnun-
an.

530, KEFWé:"Eﬁﬁ*HﬁﬁaTaﬁBank'Sﬁ§§€5*denzan-Bark.AsinHi
.___a“____“__f_f__________h__._h*_____-“ﬁ____ff______
Adapun kerja-sama Yang dapat dilakukan @ntara Bahk

Swastsd dengan Bank Asing dapat berbenty), :

>
-

P

kerja-sama dengan Bank - Ba Asing dimana Sank-Bany
Swasta Nasiona) mendapatkan bantuan tehnis baik ga.-

Nasional maupun dengan diberikan bantuan tenaga-te.

e |
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2K -Bank Asing. Perly diperhatikan, bahwa Manags-

Kannya tanggung Jjawab darj Pengurusan pay; oleh pi.
Teiksi Rank Swasﬁh HNasiona) yang bersangk':an.

Jangka wakty kerja—sama béntuaﬁ Tenaga ing ditetap5
kan Paling lapg lima tahun)’Sebelum berlakunya ma-
nagement Contracg tersebut, maka persetujuan Pempe-
rizn bantuap management-bersangkutan harus digsery.
Jul terlebin gy, oleh Bank Indonesia,,
Selznjutnys Perlu ditegaskan disini, bapya dengan
kerj—-sama d5lam bén:uan tenaga asing jins tidak

akan Serartj bahwa Bank Swasta Nésfonal akan menja—”‘t

dl Eank Deviga dengan sendirinya. Bags Seéliap Bany
Swasta Nasionaj Yang akan M&njadi Bap: Levisg harys
et

(
3]
+

4
(9%
£
(=
e
i
)
]
]
s |
I
B
-
-

)

ot
®
b=
ot
e
3]
3

I
x
n

_ :entuan/;ersya-
ratan—persyarat o yang telah kami + tapkan dalam .
SUra&i edarapn Bank Indonesia No.2/3LO/UP?3/PbS tang-
82l 19 Agustys PRRPL w -
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Partisipasi dalam moda) bank.

-

| o
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Kﬂrja_snma dalam pembiavaan (jnint—finngcing)

Séhagaimana lagimnya dalam duria perbankan, make ierja -

sema dalam pembiayaan aktivitas pérdagangan dapat dila-

kkukan juga oleh BankiSwasta d2ngan Bank-Bank Asing ber-

' 2 .
dasarkan : L

a..prinsip séling menguntudakan';w‘ 2 :

b. bantuan kerja-sama ini tidal akan berarti meﬁguasai
management daripada Bank Swasta Hasional yang ber-
sangkutan ; v : e

c. ketentuaﬁ'herjaUSama patabiayaan Bank Pemerintah -
Dank Swasta diatas. (angka I.2) dapat dipergunakan
;sebagai peddman, - ;

Perlu diteguskén, hahwa pengikut-sertaenBank Asing da-
lam modal Pank SZwasta (sharo-holdership) untuk senmen-
tara veksu tidel: dibenarkan. :
Partisipasi Bank Asing dalam Bank Swasta Nasional ha-
rus didacarkan pada'hotnntuan_dariredq Undang-lndang

No. 14 mahun 1967 tentang Pokok~Pckok ?erbaﬁkan.,-’

Lebdh lanjut perlu kawl jelaskan, bahwa yang dimaksud
dengan "Bank Swasta Nasional" jalah 2ank: Umum dan Bank Pemba-
ngunan milik Swasta llasjonal. Fetentuan-ketentuan tersebut
diatas dapat pula.diparlakukan.terhadap Bank' Pembangunan Dae-
rah yang ingin btekerja sama,. bail dengzn Rank Swasta Nasional,
Bank Pemerintah maupun Dank Asing : 7 £

. Demikianiah, agar Saudara maklun hendaknya,

3"

4 0y 4 DIREKSI \h{

riaa § /" BANK_ TIDONESIA g
" . * : f ' >
. 1l '

"/——_l' : : 2

‘\.\ \\k\“ {J : l ! —-4="‘_.".-'"'l:. ‘ T \ 7 =

My UI\VCI Anr——, ' .'I ’,o ( p w

| | —. Vhégﬁﬂpy‘ foiaf e

Marathon Wira ja Mihard ja

M. Djsceana Koesoemahaid i
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SE No.16/1/UKU

Jakarta, 1 Juni 1983

.

I

: AR A
SUR AP BDARAMN “'-5'3.

kepnda : \f !

SEMUA BANK-BANK PEMERINTAH
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan pefkréditun Bank-Bank Pemerintah

e L L L St S———

Bersamn ini kami swmpaikan Surat Keputusan Diveksi

Bank Indonesia No., 16/9/K1D/DIR lntanfval I Juni 1983
Lentang hal tevsebut di atas.  Dalam huhuugnn ini dapat

dikemukakan ketentuan pelaksanaan dan penjelasan soebagral

berikut : =

3,

Donpgan dLLotnpknnnyn Surat chutusun Direksi Bank Jadones
Ltorsabut dd antas, maka kredit kredit yang diberikan oleh

Bank-Bank Pemerintah terdiri nLns
]

a. Jenis-jenis kredit ynug berprioritas tinggi seha&ai-

maf tuvgnntum dalam Lampiran Surat Keputusan Dlreksi

Bank Indonesia termaksud di alas yang suku bunga can
syarat-syarvat kreditnya dtteankun oleh Bank
Indonesia, L |

b, Jenis-jenis kredit yang tidak tergolong pada jenis
kredil tersebut pada huruf 4 yang suku bunga dan
Syarat-syaral k1nd1tnyn ditetapkan erndiri oleh uank
vang bexenngkutnn.

-

Sesuni dengan k@tentuun pasal 3 Surat Keputusan Direksi
Bank Indonuslu Lersebut untuk Jenig-jenis kredit ter-

sebut. pada angkn 1 hurur 0, Bank Indonesia menyediakan

kraodi likutlditas yang suku bunga dan besarnya kredit
1ikutdjlah supc:li tmrlumpir.

3. D1 _samping ﬁu.g

S
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Lanjt.Sk No.l6/1/UKU tgl.l.6.1983

———————— - —— it 1 &

2.

-

ﬁl snﬁpihg hngkn 2 di utas, Bang Indonesia berdasar-

kan pertimbangan-pertimbangun Lertentu dapat pula
mempertimbangkan kredit likuiditas atas dasar diskonto
ulang yang akan diat'*r dalam Surat Keputusan ter-

sendiri.

Mengenai kredil kepada Koperasi yang tergolong ber-
prioritas Linggi dapat ditambahkan penjelasan bahwa

w, Yung:dimnksud dengan kredit kepada Koperasi untuk
noggotan-nnggotanyn adnlnh krodlt-kredit yang dliteru:.
kan oleh Kopornsi yang boersnngkutan kepadn anggotn-

canggotanya dalam Jumlnh-jum}uh yang tidak melebihi
KIK" atnu KMKDP untuk masing-masing anggola,

'b., Yang dimaksudkan dengan pengacdaan barang berprio-

ritas tinggt pada waktu ini adalah kegintan yang
dilakukan oleh Koperasi untuk pengadaan pangan,

]
. .balawlja, tebu rakyat dan cengkeh,
Kredit Kepada Kopevasi yuig Lidak Lermasuk pada angka 4
di atas dan untuk kredit invostasi yang malebihi
Jumlah Rp 75 juta, maka suku bungn dan syarat-syarat-
nya ditetapkan sendiri oleh masing-masing Bank )

Pemerintah,

Perlu dikemukakan buhwa'jumluh plnlond KIK dan KMKP
sekarnng musing-mnaing menjudd maksimnl ‘Rp 15 Juta,,
Suplesi atay Lambalan Plafond KIK dan KMKP yang ber-

1gku dewnsg ini masing-musing sebesar Rp 5 juta
ditiadukan, |

.Untuk kredit-kredit kepadn nasabah yang akad krédiinyn

telah ditandatangani wobelum berlakunya Surnt Keputusan
Direksi Bank Indonesin tarwhhut di atas, tbtﬁp berlakn
ketontunn lama snmpal berakhirnyg Jangkn waktu Kredit
yang bersangkutan, Untulk kredit-kradit yang akad

kreditnya K\ﬁ

.
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10,

R T

kreditnyn teiahiditandntangani dengzan nasabah dan
hingga berluﬁunya Surat Keputusan Direksli Dank
Indonesia tersebut dl atas belum dimintakan kredilt,
likuiditas, bank yang bersangkutan dapalt mengnJuPan'
krcdiL likuiditns kepada Bank Indonesin solambat-

'1nmbatnya anpai dengan: tanggal 31 Agustus 1983,

Dalam hubungan dengun angka 1 huruf b di atas ketentuan-
ketentuan dalam rangka Kredit Modal Kerjan dan Kredit
Investasi yang selama ini berlaku misalnya tentang

. »

- pemenuhan dana sendiri nasabah (sell financiung),

- penyusunan Iensibilitg study oleh Biro Konsultan,

- laporan keuangan yang dinudit oleh Kantor Akuntan
Terdaftar yang memiliki izin usaha,

= pengujuan persetujuan prinsip (clearence in
principlo) kepada Bank Indonesin,

= pPersyaratan konsorsium kredit dan

- batas maksimuin kredit poer proyck,

diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing Bank
Pemerintah untuk menetapkannya,

Perlu ditcgnhknn bahwa Kredit Investasi tet Ap hanya
dapat dilerlmn lwpndt pengusaha /per uqnh.t.m sebhagaimann
berluku dewasa in'i.

Demikian pulan BDank-Bank Pemerintah tetap Lidak boleh
memberikan Kredit Modal Kerja kepadp perusahanan-
Perusahaan Penanuman Modal Asing (PMA)/Perusahaan
Patungan (Joint Venture).

Walaupun telah dlberikan wewenang kepada Dank-Banlk
Pemerintah untuk memutuslkan dun manutnpknn Syarat-
syaral kredit yang tidak hﬂrp]intiluq llnggl kirnnyu
tidak berkelebihan kalau kami minta purhuLlnn Suudara
mengenai hal-hal sebagai bLerikut

. Dalum t\/ :
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Lanjt.SE No. 16/1/UKU tgl.1.6,1983

—————————— ———— —— ————————— —— — - — -

a, Dalam mempertimbnngkan permohonan;kredit, hendaknya
tetap mendasarkan diri kepada azas-azas pemberian
kredit yang sehat, dengan memperhatikaq antara
lain

. - pemenuhan cdana sendiri, |
- penyusunan feasibility study, 7
- laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Ter-
daftar yang memiliki izin usaha, "

- kejenuhan suatu proyek atau sektor ekonomi tertentu.

b. Mengusahakan pemberiah kredit untuk sektor-sektor
yang berprioritas tinggi termaksud pada angka 1 a

di atas dalam jumlah yang wajar dari seluruh porto-
folio kredit Dank Snudnrn.

‘Bidang usaha sebagai proyok prioritas dan non-
'prioritas berdasarkan antnx Skala Prioritas Koor-

dinasi Penanaman Modal (BKPM), termasuk Daftar Bidang
Usahn Yang Tertutup,

Demikian agar Snudara mnklum dan melaksanakan dengan
sebaik- bniknya.

DIREKS
BANK INDONHSIA-

Arifin M. Siregar

Kamardy Arief

..
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BANK INDONESIA

SE. No. 31/16/UP?B Jakarta, 31 Desember 1998

SURAT EDARAN
Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perthal @ Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang
Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka :

. Surat Edaran Nomor 25/1/BPPP tanggal 17 Nopember 1992 perihal
Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham oleh Bank;

2. Surat Edaran Nomor 26/3/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Batas
Maksimum Pemberian Kredit;
3. Surat Edaran Nomor 26/8/BPPP tanggal 13 September 1993 perihal

13atas Maksimum Pemberian Kredit;
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4. Surat Edaran Nomor 28/3/UPPB tanggal 6 September 1995 perihal Batas
Maksimum  Pemberian  Kredit untuk perusahaan yang sahamnya
diperdagangkan di bursa efek;

dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

URUSAN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN
PERBANKAN

St

Erman Munzir

Kepala Urusan

4
1

VPP,
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—menurult ketevangannva daliw 1ni bertindak mea-
1alanl jabatanuyva tevsebu 1: berdasarian akta t
Jasanl janabannya Levsebut dan berdasarian akkta ter
A |
Latiasd, PTG d S IRY)
noior @, dihuat dihacdapan 3
iy Bariang Hubung Hobdris di Jakarta,
saktu salinan resal dari alita mana diperljhatkan ke-
paca gava, Neotaris, selalu zuasa dary tuan-tdan
'.l
§, “<ecdua-duanya para Di-
relitur dari Ganl yang akan disebut, berkedudukan di
(] 1M
Jalkkarita, tuan—tuan mana divaldnlil dalaw kedudukan
\ )
mweretta tevsebut duan doemilkian wewaliilil Direksi dari
& 1 1
dan  xarenanyua berhail bertindalk untul dan atas nama
t
Pan's ,  berkeduduzan  di
T
JRaE Da e e e R W e e e o e e e TR
3 :
A, =Tuan Ceeng G ,  pewimpin Rantor Ca-

anggoty Detla N0 lsaris persevoan, vausz tuirut hadir

3"-"'r~--. - . . N « . *
Glaacapan save, Lobkaris dan saltsi-saksy, Wbl Enl By

pengusaha, hjertempat tinacal di Ja-

lxs = s . L ~ e
datr tuan , Dpencusaha, berteapat

Liugzal di

can turut mesbubunlian tanda-taugannya pada a“zta iuni

yakal  guna wemenuhi ketentuwan pasal 11 avat 2 Ang-

baug Khugus bertempat ting-

iy T T L TG o S S el bt ek e iy o et it
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sung atauw epucud peuzetahuan menguans

cam  atau dapat berakibat ternadap

1

dan/atan harta Kekavaan dan/atau

tanah  yang tevietak paca lokasi proyelt tahap I

L in@npengas

dan/abau  J@nggangeu Keranapuat

asarkan Perianji

dapat wmelalut:an bewaiibenaya bherc

ar dan/atau untuk melaksanakan pandbaaguuan proyex

pembangurnan

~Tidals terjiadi dau/atau sedans bevlangsung suatu
Ve pnmpeloy e AR TR Fy Ay AT N e W R 82 L oo - o W g B

Leadaan yang akan merupaian  Aejiaclan Xelalairan,
atau  vanz dengan levataya wattu dan/atsu dengan

adanya  pemberitahuan dan/stau tedua-duanya axan

merupakan Yejadian Gelalaian,=-comasa-====tntntpy

172 . -Sewmua pewbayavan yang alian dilantan  oleh  JHEERR
Lepada Bani-Tank dan/atau Lzeu sehubungan

donpaw  Periauiisn  adalai bebas caril peagurangans
penguransan yang diattibakan oleh peabayaran pajaik
dan/atau puigutan-pungutan laiu yang relevan yagg
pmunglein  timbal dikenua San. haee, —>----ragerosoi

B R s s e v s e a2 (WS 1 f' LR s A T S
B iyt <h 00— T T s WA | L s i e e

—Penatilan kredit hanva diiziukan .apabila dilaku-

kan dalam batas waktu penavikan hredit sesual de-
san jadwal sebagailmana ditetaptan dalam lampilran
perjanjian yaug setelah ditanda tangani para pengw

|_hadap ¢ilekatlan pada minuta akta ini.
_H‘_b‘_-_'—"—_
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25 Benrcikan pertavy dapat <ilelutua sotelan _

meenuni Retentuay dalaw pasal ini teecuall
Netontuan  d¥at 7 pagal iny Saan syarat-svarsk PiE—
vavi‘ten nevtama vaug cdistur celaw pasal O Periau-
B L L I e £ i s A AT

3. ~Dalaw hal akau dilegiuan peascitaa  ivedls, LR )

nacus wensaiviag o suril permohonan penari-

Gy Rreall tenads don sudih MAaTie diteriuvg olen

e Gansa o Lesalagh ol iBEss G Tan' = ha Selinrargs tus

vauzuya 10 (sepulunh) Parel Jevia Dan’s sebalws ey

«al ponaritan kRrvedil yoos direncanu'an, =—=———seec--

|ﬂ. ~Petaoonin

tersebut bergifat mengi-

tat  foan tidak dapat dirubah dan/atau  Qdibatalkan

Recuali wtas porsctuivan tertu-

wailb azayaupaitan surat  peravatat
vans  ditanda-tangani oleh peliabat vaang  berveng
vang meoyvata'tan banwa tida't terjodi telalaian—ize=
valates “Sebdoan faha danniesne padu oasal 16 ki

Jadi § LUt AL, ST et < i s e e e e e

NArus wmenvecanan bu'se | yuuz o dapai

Vabter ey LAt hinncs

sucan meaenunl tewa il bounyva rnvetorian dana sebe

BT
I aad penblavaan seadicvil sesuaid densan jadial vann

¢ 1 CoranitigTela il Ardn.. =25 SRR A T e e e e

7. ~Ageu telah asencriice laporanr peusawasan pembangun-

el
are proyel yauy dibuat oleh koasultan pengawas yaae
ditunjulz oleh Agen dengan isi vaue dapat memuaskan

.

Agen sesuai deungan keteutuan berdasarkan perjanii-

BU ANL . S e e e e e i e e e e

e T i e i
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varib wenyeratian asli  surat-surat

wtanah yvang telan dibebastan yaug terletak pada lo-

kasi proyek Tahap I disertal

Ly

surat penyerahdn tanah sebugal jaminan dari peme-
zang  hat  bercasarkan Surat Xeputusan Gubernur
nenzenal penunjukan lokasi proyel: R

can pengilkatan tanahn sesual dengan

ketentuan pasal 15 avat 1 dan/atau ayat 2. =====---
“Daluan surat penyerahan tevsebulb havns pula  dite-
gaskan  buahwa Bank-Bank dan/atau Asen dilepasikan/=
dibebaskan dari segala tuntutaun dan/atau gugatan
yauz berlaltan dengan tauah dinalisud, ————=====—m-

wallh wmenjerah’itan suret aksep yang

dibuazx menurut  ketentuan Dand  dengan Jumlah
noirinal sesuai dengan jumlah kridit vang akan, di-
o N T it T

—Atag  dasav peuvachoaan tersebut Agen

akan meneliti pewmenuhan syavat-syarat yang diatur
dalam Perjanjian, dan selanbat-lambatnya dalaa
waltbu 5 (lima) lHari Kerja Ran% sebalusm tanzgal pe-
narikan kridit Agen havus. mewberitahukan kepada

can Banki-Danl: teatang telah dipenunl

atau belun dipenuhinva ketentuan-ketentuan peuari-

Fan “reqall oleh

“Apabila berdasarikan penelitian Agen teryata S
telah wmewszouhl  syarvat—-syarat penarikan

kredit, waka dalam pembevitahuan Agen tersebut di

Eebapiian pulactonbang i —Sseardemmsaisee b st
g.=ranfenl efaltdf penarihan Gredilb] c<eewssnanp=t

b.=junlah kredit.yang ditarik davi masing-masing
- (] o 2

—leg SN
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o
e

IR S S s e e e R S e A S e S e e e e e e S

12, ~Pada tangzral penagilian Wredit Azen welakulan' Be-

viindahy batuan dona gebesar Yunlah vane ditgeifs ¢ie

T rexeonine pindaian

las vetealns zivo—SETRERE® oo Avea. —o------

12, =Untuir feperluan  pemindahan buluau sebaszail  mana

dlan’igle  padagavshT 1l Thagdwilnaivd G
nran  ini weaberi uasa vane tidalt  dapat  dicabut
o sl By Uan CanpieTsvo ot Ropacs, Aot S s stk

4. ~Pady  banreal pEawmRidiie HEedit, Aodn welului o lali

liantas  sieal jusa melalkulian  pendebotan terhagas

reteniug  wmasing-nasing Bank dengan jualah sebesar
bapisn  aesiag-awsing Banlt sebagalana  dinyatakan
dalai adsl” LU pasal i), ——c=FEr-EEot e cade ST

R ternyata

5. =Dalag hal bervdusarian penelitian A

tidalt atau baluw weaenuhii syarat ne-

nariltan  Rvedit, wmalta Agen meavaapallan  pemberi-

Tt 5 1 i
‘ (ol i AT e T

\
|

16, =dpuabila gsetelah adanva pemberitsahuan Agzen sebansul

wang exatstidnpada syatb 15 pasal any

'

aign velsTelian pensrilan Npoecin el

harvus mensajukan  permonoman  baru  kepada Aze
dengan C(eabwsan Hepuda Bapiiellmi s-—s-scmeopmn-aas
-Atas permohonan ini  Juga berlaku ketentuan-

ketentucn mengenal penarilan kredit yang diatur

chir el iy Sl S | e ol o o o g e e e
------------------------ gha Pasal 8, = rrsmssrsan e nmasem e

——s—sees = SYARAT-SYARAT PEMARTIHAN PERPAMA & —==-m=em—=
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narilkaan pertama atas

auhi syarat-svarat seperti tersebut dibdean 103 v s

. -PBank-Ban't telah menerina doumen—-dolunen tersebut
dibawab ini yaung baik isi waupuu bentuzaya dapat
Firawing olel Agan g sressmmespea S sammntl

4. Salinan-salinan yang sah dari auggaran dasar -

gerta seaua 130rLﬂaaharr-paxmﬂnahznw—

WA oo SRR RS e s SRR

1

Iy, Surat penuniuviaa atau bulti lain sebage

5
-
~
o
©
e
¢

Lewenangan orany yang nenandatangani Perjanji-

dalan rang-—

an dan untuk mewakila:
ka pelaksanaan perianiian PR, —~iaese Er SRSl
¢! surat Pemberitahuan tentang permohonan penari-
kan pertama, yang sudah harus diterima Agen Se
lambat-lambatnya 10 (sepulun) Uari Xerja Bank
sebelum tanggal penavilkan yaug direncanakan,
y )

dengan tembusan kepada Bank=Banik; ~~T"TT R

|d. Asli Dotwaen-Dokumen Jaminau, ecuali Sertifi

kat hipotil pertama cdan Polis Asvransil. /BT &
1 I
lu. Tzin pembebasan tanan dari Pewmerintah Daerah

1 F.  Sratement/perayatadn cari Bappeda PRt v g

pengembangan

‘53. Hetworlk Planning dari tahap T pembangunan TR

‘ h Nencana penggunaan kredit dari hasil penarikan

J o et MR s

——
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1. Touda buzti telah cinenutrinva penblavaan sen-
divi (Capital Coutribution} sesuai sengan Jag-

B, dan ‘ll.'l.l’

vaug berisl  Resanpgoupan  untu':

wenvevantan  seluruh tguah  pada lokasi m

g v u e Eap b s Ty e G il Voon oo 3 o o it .
m Srove.l o W DA I PR SCOATG L J &Ml

“redit havdasariin pevianiian 1N, —===————— ————-

L. Asli surat-surat ranah provel: vang telall dibe-

Yo svnte s 1) o8 vomim 1 toiminn & e .' Li" i
RS Sl ¢ary Losasl pk():_"_‘. . ey

mL, o SUERE permyataan dagi P9
|
K AN BT vang bar-
P51 persetuivan bahvea ponanrusan peavelesaian
hatt  atad tonah dilausén welalui Hotaris  dan
: o : ]

Penzabat Pewmbuat Akta Tanah yang dituniuk olehn
1 Ll .
!\,‘f‘;fji'l e R S e ST S

1

_'fl-'f“:;." >‘?~,I;";‘.j‘ et

seharai .

mona - teluh digerahkan kepada Yautor Luspeksgi

0. Taunda Bukti Pembayavan Paiak tahun s -
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p. Tanda Bulkti Perlunasan penbayvaran biava 1lo-
B L LG o e o oo s e e o R S
’n. Surat Perjanjian dan /atau bu%ti lainnya me-
ngenai keriasama pengzelolaan pembangunan Tahag

Jooprovalk
{ Sy

’r. Surat Peruvataan dari

slenyatalan tesancgupan uatu tunduk pada keten
tuan yaug berkenaan denzan tanah dilolasl pro-

el lagasin I

sehagaimana

diatur calaia perianiian iui terutama ketentuan
Y
m.PﬁSul 13- iavae 1L, 43 y, dan pasal lé&

aus L ",‘ o e e e e o e e e - - e S e S e S e 6 et e e e S i S PR S e

s. Suvrat persctuiuvan

mengenal kon=

sultan pengawas yang akan dituniuk oleh Agen.

)

t. Surat persetuiuan teraadap nateri

pengawasan yang akan dilakukan oleh konsultan
pengawas.  yang akan dituvanglan dalam  terw of
reference vang mencakup mensenal. kebenaran mu=

tu, voluue/luas, nilai vavs disesuvailkan dengan

netwvork planning dan tahap peuye-
lesaian sevtifikat buktil pewmilikan tanah pada
lotasi  proyelk

disertal rcliomencdasi tentang dapatpdilanjutkqn

nya pelaksangan pembangunan proyek.'i ------ ik

h

~Tidaik  ada Kejadian Relalajian yang berlangsung a-
1 - L

tau suatu kejadian yang memberi akibat timbulanya-

Kejadian Lelalaian atau suatu kejadian yang dengan
dilakukannya pemberitahuan atau lewatuya waktu ===

'-F_‘-’-—-—._,__ﬁ
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' v 8 LA
atau wedua-duanyva alzan lerupakan suatu Leradlan e

lalaicn, segala sasuatunyd rerscbut bail: berdasar=
Lan. surat parhyatadn dau/etau peuberitahuan~yang =

.

sampaizan oleh CETRRE i pun menurut o pers

[

¢

timbancan Han-Taw.

———————————————————— wibasul 100 =

‘/
' i SR i e B % £y S o
_______________ & 1).'1.:."1.\-11’..1.‘-.'&\ i '.:.'.'_,;!5!\!,;.{. R el 5

QrEmyTESEnmy oo cembayar teabsli epads hank=Bans

Padwul rralbu dar e

" it
welalui Azoun . Jumlas DQH?}’MUHUEUL

. : / .
pean dwalah p“wbuvurnp sebamulaaud ClLtetaphan aa

lamoiran per} anila ;/V‘n setelah wﬂ,hh\\ tangan

paca paungaadap dilf.aL“un pan1~1nuthy 8 ARTHNEETR
/
e Wasa] NI %o Fr T =

sebagian atau

seluruh refLum ( Y owglitunya sebagalfies

na Giatuyfk dalawm pagal 6 dengan neungia-

ketentuan-—zetentuar

'yaﬁTbisemhar

oo e

rahiu'zaa kwepacda Agen ce-

ugan tenbusan ! b Be

-Bauk schuvang kurangoyas
erin Bmﬁk gebelua. taugzal
pebayagan hkempaly yang dipercepat tcntmﬁg LKeingi
au untukN\gambAyar ) abali Junlal Poliol uufu&.561U"

cuhuya atau sebegiaun.

v —pewberitahuan Aevsebut dalai ayak 1. pasal iumi ti

aa't bisa dibafallian cdaun/atau dirubah dan oleh kava
_nanya torihﬁt untul memenuhinya. —=°°
3, =Jumlah yyug dlba]ar kewbali Lv1vauL naxu sesuui
deugan bhsarnya angsuran yansg walib dllﬂa kan 01

sebagaimana teruyata pada 1amplcan

K,
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’ﬂr"#,,,,_ |
perjanjign ini dengan urutan terbalik dimulai dari

i

angsuran terakhir.

i&. Pembayaran kewbali haunya dapat dilakukan -pada

Tanggzal Peabayaran bunmd. ------------------------ g
’5. ~Jumlah yang telah dibayar keabali tersebut tidak
l dapat ditaril kel gr-rrrsrrsrsunnecasse st S S

K

|6. -Atas Jumlah  pewmbayaran kembali vang. dilaukan
secbelun Jatuh waktuuya tersehut tidak dikenakan-

aenaa.

== = CARA PEMBAYARAIL! LUNG A, JUHLAN P00 DA DENDA
=Salambat=lambatuya 5 (lima) Hari Herja Bauk sebe
lum  Tanggal Pesbayaran Bunza, daun/etau  tanggal-
pembayaran lkenbaliy sebagalwana dilmaksud dalawm pa-=
sal 10 Perjanjian, Agen mengiriwmkan surat penagih-

o el

dengan tembusan kepada ===

an kepada

e e = —  — — —— ——— —— o — o — .

Bank-bKanl:.

2 -Atas dasavr surat penagihan Agen tersebut, maka

e e

selawmbat-lanbatuya pada Jawm 10 (sepu-

luh ) Waktu Indonegia Bagian Barat dari Lﬂng
Pewbayaran yang ditentukan dalwaw surat ‘pénagihan

schbagaimana dima%sud pada ayat ) pasal idi. SN

vaiib menyedialian dana seculiupuya pada re-
lranine 6l 7o o) s f\r a1y l: \r ol l T le 1
ening gironya pacda Aczen, dan Azen beraax untux me
(S = | (X ) [ :
Lakukan pendebetan rvekening girvo CERTEICEEEENER tev-

sebut sebesar jumlah yausg waiib dibayar oleh Y-

SRS :cpoda Bank-Bank, ----------s--sssmso—mo-eo

LS

terscbut dengan ini GYRVEREEHNHIRD memheri kuasa --

vang tidak dapat dicabut kemball dan Lanpa syarat-=

~Untuk hGP@llU&H pelaksanaan pendebetan oleh Aoeu—'
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’_'—__‘- .
tepada CAren untu't nelaltulian peadebaltdn rezeunlung-

21¢0

~Paasbavaran vaneg

aluana Cinaltsud dalan avat 2 nasual iaj oleh Ageu-

pacda  hari 1ol vang sawa dihagi  dan  disampal'tad

.

wepada  masing-masing Paak denzan jumlah segual -

denzan bagian masins-masing Baull meaurut pevjan-

iiau ini.

e o ey o e R i SRR o 2 Paggl 13, 8 ——aceaccasccnsos e

~~~~~~~~ = HAL UAL YANG WAJIB DILANSAUAXKAN = m=csm-oe-

berjanii dan wenvetujul sevta weagihat -

divi untu't gelama bevlaluunya l-’u‘.:‘_’:;mﬁian,M‘

r

2211b, “tecuali bhilanana Baa'i-Raun’t nelepasikan “etenktuaa

L B sEcats "Eertulis unru®

1. ~Heapergunakan . Kredit uatul. eperluan - tanbahan

peirhilavaan pesmbancunan Tahan T

L, dengan luas
<

Ul cConcan project cost sobusar

2. =buzera memberitahukan kepacda bBauli-Dank

‘ 2. Semua peckarva pervdata terhadap

dan/atau pemezann sahan

lahya adalah  Rp.1.000.000.000,- (satumilyar
1

rupiah) atau lebih atau nilai lawannya . dalai

wata uang lainava.

b. Suatu perkara yang terjadi antara.

o, T
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catifetau  pes2zang aenwan

ingtangd Pémarintah, —~v--pe=cssssa-—SEasieate e
c. Suatu bkeladian kelaluian atau guatu “c1uﬂ Lan—
vang dengan lewatava walkitu atau paavevitahuan=~

atau ledua-cdugnya altan nenjadi Nejadian Kelulad -

(. Adanya  suatu  herusaszan  atau  wevuzlan  atas-

dan/atau peaeganyg  sanan

vawy nilai Do L 000, 0006, COBCS L GG

tu milvar cupiah) atau lebih sevta heladian-ie-
jacdlan  laiun  yang diduga  dapat  wempengaruhi

jalanaya  pecusahaan dan atau pelalisanaan

Malolul Agen envampailian kepacda Dank-Dank dalaw
bentuk  dan dengen periucian vang dapat diterima-t
Dank-Bank dan calam jualah yangz diminta oleh Bank-
a. Laporan Yeusungan (Home stakenent) yang disahian
oleh pengurus m yang berwenansg ye‘nig,
setiap tviwulan disevtai cash flow davi triwu-
Lan berilutuva yanz harus disaipaikan se 1’.‘Dat-
lantatutye 30 (tigapuluh) hari setelah bervakhir

-k Civulan BevsatigiultBughes ~~= o AREa e

~Laporan dimaltsud untus pertama halinya barus

disaempaikan selanbat-lambatava puda tanggal

OE PRI, o

1
b.Laporan Keuvangan (Heraca dan vernitungan laba-

rugl perusanaan) yang telah diau-

dit oleh kantor Akuntan Publiic terdaftar yang

——
—
e
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ey

L
foselambat-lambatuya 60 (enampuluh) har

disetuiui  oleh Banik-Tan't dengan peruyatdan Ui
aualified yanz havus disampaikan selawbats
lambatuya 180 (sevatus delapanpulun ) narl

setelah penutupan taliun bku'tu perusahaan.-—==---

c.Lanovan bhulanan tentany perikeabaugan US.’.lh-';lu

1

o

yang berisi tavget dan veulisa
nenivalan dipariuci ¢Gala: jenis, “wwantun dan ==
wilai  halk yausr ¢ijual ftepaca cand-user atsupun
Ceveleoper  van~ havus dCisaapaillian teyudu Armen

solanbat=lambatuva 39 (tizapuluh) hari setelan

pRRA v DELAOGE CLaparail, TEgSEe s as s SE FrreBay

[ ¢, fenyvanpaikan Laporan bulaunaun tentang pembebasan

taunalhh dan/atau pencurusan peuyzlesalan  surat-

surat tanah yaug terletax di lokasi proyeir Jillll

Laporvan per triwulan tentangz nerikembangan Pro-

velt harus  disaanaitan  selawmbat-lambatnya 30
(tigapulul)  havi setelah berakhiraya periode
Taporaty DeRsarENR . B mar T Ter s o Rt ae e PR

-Laperan tersebut harus nencantusliian !‘."ul':.‘l'!,'"‘('ll'li.li .
[ L

~Rencana dan replisasi Pewbiayaan seErta pers
tembanpan fisilt proyet sccara teriunci per Le-

YRRE I P e e e SRR AT L wrvooy o o SR
-Jumlah Gredit Tnvestuasi yang telah ditavi:
3 * : S . 50 s ¢ e L
dan Realisasi pengguuaannys yang cisertal bu

ti-buitl doluwen asli yaugr akuu wmenjacdi jamin-

o4 PRGN T TR S s s e o S o s e o

s
L
(0]
~
(¢
=
{24

tanggal perjaniian  ini  menyampaikan rencaua

biaya dan alokasi dana secava terinci dalanw
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st
—

e
1

bentu's pelerjaan/leslatan z2sUal. dengan

s

perincian rencana iavostasi sebagainana terse
but dalaw daftac yang setelab ditanda-taungani

Q

oleh pava pihaik, cdilekatkan pada aseli alta inl

L. =Memelihara agav current ratic tiap—tiap tahun

aulal darl taaun

dan untuk tahun

Cidat lebin devi SENEEEP. -~

5 ~Apas povalntaan Ban'i-Paui malakulian Findalzan-tin-
Gakan yvang dlanggan serlu olel Pank-Ranlt  dalan
\ hubungannya  dengan aiaan Levazsuk Letapl ta.ca’
rorbatas paca memberiian jaminan, pengikatan 2a=
I
ainan sesual dengan keteutuan Pt janj-uey, S =SSRl
\ 5. -Mewpertohankan dan paniane teducuiian
sehagal perseroan tevrbatas dan seaua halkt-hak serta
ijin-ijin yaug seravang aipunyal
gegevd 1nenohon ijin=ijin baru bilamana iLjin=iilin =
'
tersebut diperlukan untuk penjalankan usaba iy
7. ~liembavar seinud kewajibnn"kcuujiban pajak paca sa-
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L e
}' SRS i 11{;.::; A i3 L VS e T vl 2 e e B T S e oy}
K - e g - ., S L e
\ b 1 ' . 0 1,
voun  dilatotan oleh CREKTRIEREERD opoca DautTlows
sehubunzan dencan Peviau) D INTE L S iy o e o e e i et

~“ooahavaer semun blava yvaus tiabul dan
anan pesberian lredlt berdasarizau Perianjian, —-===
: . ! L
=Mepn~iiinkan  setian saal zeovau? atau lebia patus
: ] ) ¥ » g Lkl PERL POt 8 & . %1
cas/peiaban fanke-lanl dan/atau baM R Can/ataw ins-

p

tausi vana dituniui oleh Lizeu uatul pianasy'ss o 2es

dunorqedons sevba  Lenpat-teapul vang dizunanain
* i . e ;
cuna meserilisa tolannya usaha ==

Veacasurans Hian Davausy Jacdivan GHERRTEEEEERE cvo

. 0

danat  dilasurausiian deungan Daulters' Clause &atas
». SR o - e
r1a el Azcn paca perusiaaidn fLsurdasl yaag aglsesuiul

. . " s ol a0t R
aleh Agen dengan koudisi "All Risk Plus" cengin

nilai  penuh batang terseout ustas beban _"

-Setiap walttu atas perwintaan Lanbi~Tank melabuian

penilaian  tevhadap barauny lawinan awelalul perusu”
haan pewilal yang disetbulul oleh Amon  —--=FrFacre

“Menberitan  segala ketaransan yaue diainta  olehs

Bank-Taalt melaluy  Azew vang veluvaat | dengan =

peabervian kredit berdasarian lervjanjpian. ==-=7=77°7

~gelalu  mentaati senua  uadang-undaung, paraburans
peratuvan, petunjui-petunjuls darvi pihak yang bevie

nang vang berlalku terhadap

Helakulkan peayetorau dana seudirl untuk pembanguns

an  proyek CHBEERER dencan jualah dan jadwal sesual

dengan lampiran yang setelab ditanda-tangani para

———
—
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envelesallian  peagurusan suvat-surat tanda  buitl

ha't  atas tanah pada letasi proyel yang dihiayal

4

y @

conman kredit bevdasaviuwn Pevianlian welalul Hotas

vis Peutabat pzabuat Aliba Tanah yaag ¢itunius oleh

sieavelesgikaa raster Plan proyet yang dibiayad ¢

ran wredit selanbat-lambatuya pa ta athiir tahun el

vann tevletak dilokasi proyex A e e

m periltut secala saesuatu Yaug tevrletak cia-

havus mewmperoleh lziwm terles

Y- A 1 e N .t e T
Leana Sates gasdr UL L TR e 1)

bih dahulu davi Agen

but ageun menyerahitan “epaca flotaris Penjabat Pew~
buat Akta Tanah yaug dituanjui olen Agen untul Re=

perluan penjualan dicaksud asli suvac-surat tanah

'!

Gieaktsud yang dituasal Agen sebacai jaxinan kredlt

[

denzan  teuvlebih dunualu WEETREESHRES wen jetorian
seiwalan  vang geaillail hasil peniualau yaay alian

dilalkutan efesbuf hGepaddifgen. ~gtTTT IR AR

PDalan hal peniualaun dan/atau pencalihan nak  atas

tanah  tervscbut  dilaluizan dalame lasg tenmganyg
(L race period) maia sebanal gant i penyertasn ker=

gsabut Gapat ¢ilakukan dengan  cara manyerahlan

curat-surat tahah lain sebagai pengsganti jaminan

tredit yang nilainya menuvut pertimbangan Agen
)
culup meunjamin wepentingan hBanik-bans.

Menyalurkan -selurub, axtivitas usahanya, termasuk

Ltetapi. ¢5dal terbatas pada aktivitas yang berkena~

-——
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an cenman pedabugunen
O L it sl R
Untu': gaat ini atau nauti.sccara periodik, atau
sahile dEperlukan olen Dan's=baul,

gemlstu-wakty &

sancoun lmembuab  can atan menaada-tanganl  akta

menmaliuan  nutang omurnl sacara notariil (yatus
: S m i Vi 1. - = XN
sebasainana  Glsaksud dalan wpasal 224 Regleaen

Tndonesia vans Dipevbabavu i/R.1.5.) berkeasan de-
: : o y by . N I e

szl JRENEY Lidin fugilites wraedit herdasarian bhavs

janiian  ini aupun nerjaniian-perianiian lainuya

yang meruepatan peroanlangan, nerubahan; pegabaharus

an padnue tambahan aitas fagilitas redit yang alan
dibuat ‘Cikenmedian hari uabud jpmiah  yang secata

PaSsLE teruyatu dalaud e oLy DL G atug rasie

govbe  dolllisein lainnyu  vang cile=

Tpavian  oleh  Dapk-banit ataupun oleh pihak laia

yang capat prenu iihan ok ay A dn g m

-Dencan ini memberi kuasa kepaca Agen, untuk naca

setian  Waitn Cikehenca'st oleh Dan't-baw's  tevutas

na lalay

apabila Bant—banll nengsnzean

relalaian mana cuzun terbuliiil dari lewatunyva uaktu

atau  tidal dipenuhinye salah satu keteatuan calasi
pavianiian  iu i ataubun poarianiian la innin—) Vans
berhubungan c¢eugan atta i,  —amaabuat dan menanda
tangani akta Pengakuan Hutang otentil atas naua
vaur dapat dimintakan galinan pertama

yang bertitel eksoekusi deagan memnuat besarnya ‘ou-

Laug secara pastl scbagalnaua jualah-
nya nampalt dalan relening pinjauan atas namo i

yang beracda d¢i ageu atau pada Dani-bank.=-
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Taupa pergetujuan terfulis lebih dahulu davi Pau'i-Ban's

tida's ¢iperbhenauzan untuls

! ~Mennadaltan @eroer, akulsisl (acquisition}, pentua
At tetap pURSeTEaR; vy
'2. —lerubah anzgaran dasar perserosin, Leruibans senge”

6]

nai peraodalaa serkta susunan pengurus daun/atau pe-

(iRl o e e~ ST R T T

~Hensadakan transaksi dengan seseorang atau segua-—

(]

tu wilial, termasul tetapi tida's terbatas pada per-
usabaan aoffiliasinya, deangan cava=cara yang beraca
Giluar praktei-prakte’ dan webiasaan casang Yaug

waiar dan melakuikan pewbelian lzbih mahals dari =-

dan  melakukgn penjualan lebih mursh dari harga =

l&. —elal:sanakan peabagian ceviden liepada para penes
saung  sanali, dav/atau wmelakukan nenbayaran hutauy

perserosn t2padd para penezaiy gaNannyat T

"3. =teandapatikan niujaann bavu, hails lavestasl maupun
aodal kerja, hecuali apabila piujaman tersebut g =

perelelr dalaa rvang:ia traneakei dagann  yang lazlayg

‘t’u. ~pectindat sebagal peniaina/borgtocat untuiz lepau-
tingun pihak lain c¢an/atau nen faminian Harta Rkes
Lavaannya kepada pihal 14 d 1 ommrenE R e SRS
’7. -elalsanakan pelepasaun dan/atau pengalihan hak a=
tas  tanah vaung weniadi jamiunan redit berdasarkan

ST LTI i S v o it o

lﬂ. =Menzundurlan diri dan/atau membatallkan perianjiaun

Lﬁ«penunjukan sebagai pengelola pembangunan

.
——


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

—————————————— = DAY PEHGTUATAINIYA = ——mmm-e—ew
. . m L < t.‘ - . ba . - ey l- o Iy : x - e g
Untulz Lagaiasin labib laojut’ pzabaraven tersbalil cdauca:
> \ . x e v PP S » A .4 TS0y gy e
L'\f'ftl,].') Gatl sgECcara :‘{'_"JL]:,"Q 1:-tana '.“!\__'i-‘..]_l‘:-"g_{ (‘i:'-i.l 1-.Ll.t|.'l|.1._[

1 oy . s x v
Maer el il Bedd &)

ey oy oo oy e
U2 RAGEEN !I?Llf. 4]

g ORI AT S NG

centan

Proving]

Jabupaten (ERRR

@TREER . onor

berikut sepala sesuatu yauns berdivi atau tertanan
L]

diatas Lanah tersebut, vang diikat secava hipotik

pertama sebesac 100%- (seratus persen) dari nilaj

tanal,discrtal dengan Huasa Memasang Hipotik Hedua
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¢ilaltcanaiiat peeriiaban Cenn

nverahan

sopw e ot arirl, =rrEEss e e — e e i =

s pruny sahocteRg ol R SO 2 % o Ly reaa m

Secala dateeha ! CEERAEEY o Cebul hevdagar=
Can piuvtane dasaas/tasihan  GEERINEERERS ¢igarah~
tan Lepuca Lani=Eoa' Cougan peanlholon sacard Cess
bl RUEATLN L . ywSEr e e s eve T R

E T ~ - = == N 20 8 3o
~Jasvinan  Perusansan/Coanany  Guaranly yaul CloU&l

soeRrr motard LD Guri @ ¢ eessfEREnSee e

gomuanya vereduduiian L Jatiartas

)

“Jaminan pribadi/aersonal  guusrsuby yang o Gl

| secara nokariil daviy tusgi=tuan

|
e Ut
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‘F. ~Polis asuransi atas selurun Davang Jaulnan cenged
sagter's  Olause atas nawa Anen sebusalmany dliaass
sudl paen passl 13 gyat MO wmemmme e
‘D. =Surak & sebesar Jumlan Po-
] o't vang dibuat sesual detentuan Bans-Baak, “= =

s t

( "_'-(

satu atau lebih dari kejsdiau-tejacian berilkut ==

il

l . - AA l. I-_,

ch TR

duruh havta Melgwaan Laionava .-Li.likm

barupa bavang bergorall nhupun barainy tidak

e dpan e TANTAY CUIAAERE - FoSra =N

IS R P P4 ¢

1

jadion Relulaian tiabul apabila tevjadi salan

Jumlah baili Juelan.Potoz, bunga, deuda dan/ =
atau jumlan lain yansz havus dibayar olen _-
tepada Bunii-Tani begrcasarian Perjau-
jian dan kelalaian ini tetap herlangsung hing-
ea  waktu 20 (tigapuluh) hari scetelah pomberi-
palwan tertulis dowi Deuk=Danx welalui Lgen

tentang ganga BelETiign iy =5 EF RS EEEEEE

Suatu pervsctuinan  ataw janinan  yaog Ggibuat

oleh dalaw Perjaullan atau suatu

heterangan atau peruyataan yang digampalkan—
'

berdasarizan  Perjanjian termasuk tetapl  tidak

terbatas pada pernyataaun . dalam pasal 7 perjan

J Saliesdnd Corbul i Eiaals begur; =T+ =R oSS ROES
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narusnva dibas ian olbah CoomMOUEETRONRE, .

15 nevianiian ini:

Damte=aramty  haEwlas g ngy 1').x;;‘uf

Eicda's casmantuini SRSULEY peraturain

Ny oy e ey e R R -
yevuncanaan bais Pusat nwnputh Dagran, yaus We

|
s

dapat digd

ucaliibat i 13 la usaha

W T i
ACanyy suabis tuaiiitan/ et Rtk
pa SROTEGONS: Peadeiotuh Larrhieel
Wy :
T ¥ y eaBaAvanr
yana wensa’iivatiian m 78110 metvdyal

, N p [T LR e 14 eyt o) @
subity gawbl Tugd abuygiie o LR GLECAE

. P ey ah \_- —————
DR efD8. G000 000, ~ ChaEne lyar rupiady;
¢ ittt | datib bR Yy T hutung kepa-

1 o e AT e LT 1 | e ikng nye i
da Hrecituruya can sebugal o dlatuya SHENERIE

o ; A SR IR -
m cdinyatazan wanpresta:s! terhadap krecltud

ot bertulis dansss

metnyu g a s

sccara Gala Cidalt biga meabayat hutang-hutang=
aya puada tauggal jatul waktunyd atau mengaiu -
Lan suakbu peramonondi atau cntlatcukian tigcalian =
ingolvensi. -

dula vaunres hepallitan Canfatan

N . " . " te 1T y oy venr e = o
Adanya periononan «eai'l PRRIREE lain yang weillnca

san pailit atau azay

i ks

. 1, " i o : T Ve
ditunijull sceseorvans/suatu piaain uatug bertiaca.l

5 ' s 1: na -
seipagzal peugaapuan darl m dau hal

(uinapului) havi selak

tersebut dalaon walitu 30

. s corsebut ==
Langgal pelaobonan atau Tl FLELEIEL tersebut

tidal dapal diselesalikan olen m

Seaua - atau sebaglan besat dari xesayaan
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V. CEEEREEEENEER ok newenubi salah satu  atau

melanszar salah satu  lavangan =

yang diatur dalaw pasal 14 Pérjanjiaun j ==%==

| 1. Terdapat perkara, baik perdata wmaupun plcdanu
dan/atau sensieta’ akas tauah yaug meniacl 14

ainan kredit berdusarikan Perjanjiang ==——=-===

IR Coo/otau R R R B M S

dinyatalan du

can atau
B Geaddaan pallit gt mEE A e
| n.  Tanah-tanaihh  yaug -terleta’t pada lokasi provex

& men=

jadi halt peegang sanan m et

Cidals lasi nempuuyal hak untull we

tidak lag

el

’ (6

TLatvsanalian penzelolaan peabangzunau proveu

-Dalain nal teriaci kelalaian sehagainana diatur da
L

lam ayat ). pagal.iuni, maka Agen berdasarkau per =

H
mintaan Bank-Fanlk berhak sccara sepihall nenyatakau
gemsabhitd Perlaniian., wemrressSsssmaiEs s
~Dalam hal dilaksaunalzaa halt Bank-Baunit  sebagainana

dimaksud diatur dalam ayat 2 pasal inil, waka Bank=
Danl scewetika dengan  tidalk meaperiatilkan keteutu-

1

an pasal & perjanjian ini, berhak untuk melaksana=

kan hak-haknya selaku, kreditur terhadap tetapi
HL tidalk terbatas pada Jaminan scbagalmana ditetapian
Kl e



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ey 8 iy v 4 8 B Gy
. ' | '

SPgn=RDans cewmam ful awan vl Gaa aeabreri Buwss -
taupa  ha't substitusi tepaca EREEEEEETERRRREY. -
R u ook bertindak sebacal Agen  sehubungan

cengan velaksanaaun peaberian  Uredit, pengilatan

jaminan  dan penagihan lredit bevdssar Perjanjiian,

guna bertindal untul: dan atas waea hank-Banit se=

sual deungan syarvat-gyavat dan  tekentuvan-cekbentuau

gebagaimana diatur.Cilds Zerianiian. SSSEEcSSEE.

- T cuocn fuilowcoyataliau

menarica | dan weuyetujul peuunjulian geba

T
.J
-
=
=
e
o
-
pam
o
b
L1
I

leugan  syarat-gsyarat duu Letentuan=ke
gebuc . diddlais petianiian And gl SeessasamasaE | e

\ Aoon bercdasariiy DAy s 1111 ¢ acelah selba:
-Rewajloan Aszen berdasavicu Perjanilan acalan seby

GRIMBRT TRUE § =rsiahe o uals i i o e e ke = S S S

(= ]
. Menata usahatan seamua dousien, hateraugan tetes

-

rangan  yang  berswtbuaganr  cgagan  Pex rianiian,
Jaainan, Bareug Jaainan dan Detusen-Dokuaen Jas

LT anrdaeabor L

wan foto copvava tepaca Danlt =
PBaalitn, wr— TR RS e w ol S S
b, Malaksaunahan wengikatan jauiunan untuid Gan atas
nama bank=Bauk terbacdap Jaainau sesual dan ber
N

dasarkan keteuntuau aukum. yans berlaku serta Do-

amenDelogpnen Jasnats, TrEsmEaEtene oSt b

se ¢ ' » \ ! 2 s
¢. Menyimpan .asli bukcl  penilikan Barang Jamiyan
; , :

dan Dolttmon=Rokuxen Jauoan, ===
d. Mengasuransikan secava Lerus menerus Barang Ja

l minan dengan syarab-syavat dan Retentuan-iketen—

——

\\
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T N T (TS = et

“ Yalai wigngasuransitan bevdasavian s e
puan  pESAl 13 Perianipan, sooseesSstassss R
"-;’em'mju‘: tlotarie Penjabut Pembuat Alta ‘rana'
vana ¢lkan melakuian pengurusan surab=-surat |-
naht  yang menjadi janinan kredit berdasarligy
perjaniisu  ini  bai% dalam  rangka mesperolgh
sertifitat hat atas tanah caupun peniualaun g,/
atau pegagalihan hak% wtugs tanah dimaksud, ===-=-
Menunju't perusshosu penilal untul melakukan e
nilaian tevhadap Baraang Jausinan dan  meaberilag
hasil penildian tersebut kepacda Dauk-Tank, =---

Menuniju't konsultan pengawvas vanz akau aela%ul

sl
pengawvasan pebangunan proyell, ===—-=-== Bl
Henerilow laporan berkala darvi (RGRTREERIEER :oc-
ta hal-hal lain yang dianggap perlu dan wewbori
tahulan hal-hal tersehut kepacda Bank-Ban', ==-x
Melatukan pe:n_r;‘ar\':;usan ternacdap peazgunaan Yrodj
termasu’ts  kewajiban welalsanalaun penmeriksaan/ -
peninjauan setempat Meteapat usoha Rty e
maupun Barang Jamicnan, vang harus dilakucan hop
Sapial Pomiliank, —soxecrawtasrsisrs cndr S naE -
Hemberitahutan “epada Pan-Tan% dan/atauv epg-

da m tentanyz senua hal yaug berlyi -

tan dengan Peyianjlan . —--—-rmesesamninsenaa. -——

Heamberitahukan lepada Bau-Rank tentanz reuen-

na penariban Yredit oleh m - ni g

1

Meneliti pemenuban keteontuan hetentuan dan syg-

rat syarat Perjanilan oleh m dan e

beritahukan hasilnya kepada Dank-Bank. ===-==-o-

\


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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fignetapian besavava suzu buurza dan menghitung =
]

] bunga -\dan  denda sesuai ketentuan perianjian.

Helakutan penaginan buana, anzsuran, juwlah po=

ok cduan deuda con penagihan "ewaiibaun-hewaiiban

leinuye sesual “etentuan Pepanilati. =S =uy
HMelalisanazan peabagian  ceoanitment fee dantaa-
nagement fee, tepads Panl-Tuni secara proporsi-

onal sesual dengan peablavaan  wasing-masing

Atas peruintaan davi Dan:-han, setelah Bank-

v

bant  wewmutus'zan telah terviadi sesuatu Yeladian
Lelaluiau oleh “, wenialdaltan  tin-
calan-tindaan  yans  sah wenurut  aAltua  uatu®
welakukan peaagihan, sekulisus welaksanalian hak

nale  Dunl-Bank atas Jawinan berdasarkan Perjan-

ilan dan aﬁuu Dokunen=-Dokumen Jaminag. ——=s====
-Dengan diiaksuuukunnya Hari=ha Eank—Ban& akbus
Jaminan  berdaserkan Perianiian dun Do'twaen-Do-
Luaen Jewdnau dan diperolehoya hagil/penbayaran
malta Agen harus segers mewbagi hasilunya  kepada
Banv-Bauk selambat-lanmbataya dalam jangka waktu

10 Csepuluh) Uari ¥erjs Pank setelah hasil ter-

sebut c¢iteriwa oleh Agen dengan urutan priovi-
tas aén ¢ada sehagul bopilut | essictssstneaas
BEREL O, & = =mm e s e o o ok e o o B P

Jntuk  membayar sewmua biaya biava yaung dikeluar

kKan atau dibuyar oleh Apen | —========== ettt Sy

a. Dalam wdlaksanakan  tugas tugasuya scbagaia

ua diatur dalam ayat 2. pasal ini yang belum

diganti dan/atau dibayar olen _;

‘_‘—‘—-—‘—i—

d

F.
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b. Dalan wenganankan, mengambil alih, Lewperha!
Ki, hemulihkan, meaylinpan, aenganaliut Rete, -
pat peniuvalan dan/atau weuniual Ravang Jawie-
an atau sebagian dari pacauya teritasult oaz -
©o0s-ongkos peunzacdilan, cengan Reteatuan hah-

wa bila hasil tersebut ternyata Rurany uatu’

embavar ongkos-onglios tersebut, nalia Felkura

ngannya akan ditangaung secara Pari Passuy, -~
olelt Baitt-Ban't., ssmesec—-Saan. e R o
Lodug | —mwms SR e S e e e i e Y R i ke SN

Untuk pembayaran semua ganti ruei dag seirua --
duinlah uang yang tidak diatur dalam ayvat 3,1 -
Pertama pasal inj vang meniadi hak Dunk-Bant
berdasar'can Perjunjiun, dengan ketentuarg bahwa
bila hasil tersebut ternyata kurang untuk membs

Yar  seinua uvang ganti rugi dan jumlah uang ter-

sebut, maka hasil tersebut alkan dibagi secars

£

ari Passu. AR S e o e e s e e = h.2
1

EEbiga’ i Serparmdaiianar oL - SRRY | ol SN it

Untu's Pesbayaran lunug dari seluruh bunga vang -
timbul tetapi belun dibayar sehubungun dengan-
Perjaniian, dengan ketentuan bahug bila hagil -
tersebut kurang untu': wembayar seluruh jualah-
bunga mata hasil tersebut akan dibagi sccara -
Pari Passy. ~w—wmvwsesmmacionsoniao
Keempat : A e S L e i S R
Untuk pembayaran luuas darj Jumlah Polok yans -
Jatuh waktu dhn havus dibayar kepada Bank=pank-
berdasarkan Perjanjiau dengan ketentuan bahya -

bila hasil tersecbut ternyata kurang untuk memhba

L\‘
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“’T yar kredit secara -lunas, aa'ta hasil tersebut --

a'tan dibugi secara Pari Passuy. ======srr=—=-- e
el m e e e
Apabila setela senua kewaiiban yaug menjadi-
beban m, ¢ibayar lunas dan tidak ter
dapat tagihan lagl teruvata wasin terdapat kele
bihan uvang, wmaka dalam jangha wa'stu 10 (sepu-
luh) Hari Kerja Bunk setelah tagihan/rekeniung =
tersebut digelesailtan Agen havus wenyerahkan ==
kelebiban tevsebut “epuaca m, atag =
orang atau badan vang, secara sah berhak atas ==

kelebihan tersebut taupa adauya kewaiiban untuk

weambayar bunga atas lkelebiban uvang dinaksud. --
2. ~Dalawm hal diteraphan peabagiau hasil secaraPa
ri Passu waka jumlah uang yang dibagi oleh Agen
Repada masinﬁ*masiug Jank ¢ecara Pavri Passu itu
acalah mengikat dan tidek dapat ditawar lagi ==

oleh Ban%t=Dau't, liecuali bilawmana terbuitti terda

| put kesalahan perhibungon. =77+ ~smrssm=slie s
3. -Sejauh menurut pertimbangan Agen dimungkinkan,
naika Agen harus selalu berkonsultasil, dan men-
dapat persetuiuan tertulis dari Bank sebelum
menganbil sosuvatu eputusan atau tiondalian  atas
nasta  Bank-PBauk berdasaritan Perjaniilan dan atau
Rotumen-Dolkusen Jadipgan, Frescetemactoredeaanats
8 1
~Agen tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugi
an yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kewa-
. 1]
1iban  Apen  sebagaimaua  Lerschut dalam  ayal 2.
pasal ini, terkecuali kerugian tersebut disebabkan
L oleh karena hal-hal yang terbukti sebagal penipuan

._‘-\““-

o
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]'—:.tdl.l f:elalaian [‘1_’_‘?,5!“. T T e L R
-Pcuunju'tan Agen berdasarkan ayat 1. pasal iul .:u-

laiberlaku pada saat Perianjlan ind ditancda = ta-
nrani dan akan tetap berlalu selama Perjaniian dag
Jotumen-Doumen Jawinan wasih  berlatu, teraasu':

pula jika diadaan rescheduling/perpaniangan. =----

———————————————— = Pasal] 1§, = —~memememcembo——snmeaa

-Seyala biaya yang dibuat oleh dan/atau untu:
Fanlt=haut dan/atau Agen yang ber':ecaan dengdn Par

lanilan dan/atau pelaksanaannva weniacdi kewaiiban-

=biaya-biaya tersebut meliputi diantarauva : =-=--
a. Biaya=biaya yeug timbul dalam rangka pemerilisy~
an perusahaan HEEREESEEEEP olch Agen dan/ atuu-
Banx-Bauk "dan/atau piha% lein yang dituniukuva,
b. Pea wmeteral, biaya pencaftaran, pajak dan pungu

tan-pungutan laiunya vans  dikena%an oleb Peye-

vintah ataupdn apa sata yang havus dikeluarian-
atau cibayar berlenaan denran persiapan, pelu':-
sanaan, tindakan penvelenggarasa dari perianii-
an beserta segala Dokumen=Doluien hukum yang --
bersangkutan, termasu't Dovumen-Dokunen Jaminan;

c. Diava-biaya yang dibuat dalaw nubungan dencan

peaiudahan, penylupanan, pencawasan dan penju-

glan Bargug Jaminan; sesscsicscsessmasaoctoromne

l d. Bilaya-biaya yang dibuat berkenaan dengan penagi

hau  Hutang, baik penagihau Lersebut  Jaugsuug
dilaksanakan oleh Bank-Bank dan/atau Agen sen-
L diri maupun dilaksanakan meluui pihak ketiga. -

A

o L B

y.
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2. -Dalax hal terjadi perudaun atas suatu perundang-~
uadangaa, peraturan-peraturun atau pedoman-pedonun

yang berlali atau dalas talsicon vesal davi peaei
e e e A e R = T W AR
a. liewbebanil Danli-Lan't denjzuan sesuatu pajall vang =
Lechenaan deungan pembavaren poio't Gtau bunga ==
darvi Lredit Candatigny | ====mesmmm e nd
b. iengubah dasavr perpaiatan darl pesbavaran Jua-
lah  Po%o't dan buunwea dari ‘trecdit Lepada Bani=
bk LU B = B gt Rl vl el e e e e e S
~dan akibab davri padauya .tenailtan biaya Baan-Baal
Jwemberikan atau meuyelensgarazan Xredit yang ber-

sanglutan maka biaya towbatan tersebut menjadi be-

BERER £ e et

3. =Dalam hal timbul biaya-biaya sebagaimana dimaksuc

dalam ayat 1. dan avat 2. pasal ini cdan -

BB veolun juze wembavar lunas wegkipun  telan

ditaaih oleh Azen, vaus ponaciban iuil cu'tup  sa&tu
all saja, waita Agen berba's vakul selakutan peande-
betan atas reltenioy CRNTIENEENGP, <o uvotu's Repers
luan Y0 m Geatsan Lud ;.temberil Lkuasa

yang tidak dapat dicabut embal) sgerta Lanpa

S¥E TR LaPATE B g, I e i e R

———————————————————— = Pagal 10, & ——m—m—m—mm——ie—eeeoo
——————————————— w KEJADIANL CAK "LERDUSA = —=m-r—cemssoas
~Dalaw hal teriadi suatu perubshan dalaw undang-undang

dan/atau peraturan yaung berlaliu  youy mengalkibatikan
'

tidak sahnya lagi Bank-Bank untu% wempertahankan dan

Jatau melaksanakan' kewajibannya sebagaimana ditetapkan
{

[dalam Perjanjian ‘sehingga kewajiban Bank-Bank untuk

T
—————
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rrec it harus seneva bera'hir, yang uatbuk
itu cutup dinvataan dengan satu 2ali Peaberitahuau
walib ae-

]

y Hutang hercdasar

tertulis dari Dan<-Eaa't,
bayar kemball kepacda Dani-ian’ selutcu

kan Perjanjiian.

e e e i A PELAMCRUANTPRELANITAN = resas St

~Velaksanaan Perianiian dan Perjaunjian-P erjaniian lain

i
4 P
1

gohubuncan dengan Peviaaijan dilaiukan olen para pihas

e lalud Gon deocan alasat  sebygai BEriRULOCIEESEEE TS

IS G
Ja ba

Aot

Jatan Jendral Sudiveon GROEORREENRY . im:-
. a5 Ty AL '

vt AT T

N foann e e o o s S e i A e S | S . o S 58 AR | S e e’ el i A i BT e e W o v S| -

aAntor

ey

1 lpon:

el e

Preasatr oot eyt ae 120
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-------------------- = Pasal J1
—————————— = PERUBANAY UETENTUAL PERJANJIAN =--=-=-=se-
1.Perubzhan atas "etentuau-“etentuan dalan Perjaﬁjiuu
ini hanya dapat diluazuRkan atus dasar persetujuvan tes

tulig devil patd DABRL, “mrmbscimsdekadanns s an -

[

.Perubahizn atas ketentuan-ketentuan dalam Perianjiun
ini akan diatur dalun sustn Ferlunjiau tersendivi

yaug merupakan bagisn terpeuntin~ dan tidak terpiganc

ait- Sl Bew it Lan YT St s e e e e
——————————————————— =2 Pusal 22 BE oo o o o i e e S S e e ok S e e e

ra tegds telah dibevillun oleh SESEINDEEEER <cpada

agen, ma'za untuk keperluan pelaksanaaun Perjanjian

dengan® 1ol (RGN « oobori hussa zepuda
Agen uatuh ueluksanulunkpundehc#un atas rekening-
e oo Aoen . mmemme o o o o o B i
'2. Dalaw “rangha pelalkeanauh Perianiian,  dengan il
wasing-uasing }“;a—n?: Jeaberi  kuasa  kepada  Ageu

k]
untu's  melatkuliaon pendebetan atas velening  masiug
¥ D

: iy vl N i WL
VL bl et o0 R e i e P R
s Soemus tuasa yang termaktud dalam altba ini werupas

tan bagian © yang terpehting cari dan tidak dapuat
clipi.s!\&'u?:;nl" dari Perianjian dan oleh karena 1tu
maka kuasa=kuasa tersebut tida't dapat ditarvik ew
hali dan/atau dibatalkan dengan cara apapun  jus
termasuk sebab=sebdb yang Lermaktub dalam pasal

i G ;
813 Xitab Uudang Uadang lukun Fekcata, --------

ctia &

LS

e I N ST S R R A ST SR ) PO T ST e S TP A
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d

| _dilakukan olenh konsultal
T —

-------- L -——meee TR N e e e

WA - J e .
Apabils DEESEEERERE borcvaiiban votul we la'suan

suatu kewaiiban berdasarkan Perjauniian dalaw su-
atu waktu yang ditetapian dan lalai melakukannya

W

maka dengan lewatnyva walttu saja sudah werupatau

suatu  bulti  vang sah dan  culun untuk Nela-

laian —- schingga peaberitahuan, ketes
rancan atau bu'tti dalan beatu’t thusus apanun Ui

tidak dipevlucau lari.
Catatancatatan danfatau pewthulkuan I:‘»am?:-.‘?-an',r.. G T
pakan bu'tti vang neagiltat bagi GEKETREENG co- e
nai o Hutang GEETTEENENGY co:cda Rank-Banlt,  dan
m ricda% akan =nenzainkan  keberatun-
tebevatan terhadap pernitungan Pank~bBank sebelus
’
Hutang m dibavar lunas seluruhnva, %e
cuali apabila terbukti terdapat kekelivaan. =====
Hepagalan  dan/atau keterlaabatan Dank-Banii untu'
senneuna'tan sesuatu halt, kekuasaan atau hak isl:i.i
newvauva  herdasar%an  Perjaniian, tidalk  herarti
bahwa Bant Ban% telah welepastan halt ha% tergsebut
diatas, demikian juga palaksanaan saltu persatuan
atau sebagian dari hal, T“eluvasadn atau hak isti-
aegnwenurut  Perianijan tidak akan aenghalangs
pelaksanaan selanijutuya dari hal hak tersebut di-
atau pelaksdnaan hak kekuasuan atau hak ig-

atas,

timewa lailunya.

P
o
7 et

Peneawagan  pelalksanaan

dibiayai dengan kredit

-—-‘—‘-—-_._ ]

.
.
T L B Ee LA o pUs e ST P ARkt Ml b s OBl Ll o 7 i € e Mo b sl R L P it ) .
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DIREKSI

No 3 /1 77/KEP/DIR

BANIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG {

i
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM

Menimbang :

ks

DIREKSI BANK INDONESIA,

bahwa pemberian kredit yang melebihi batas yang
wajar kepada peminjam atau kelompok peminjam baik
sebagai pihak yang terkait atau tidak terkait dengan
bank secara umum merupakan salah satu penyvebab
utama kegagalan usaha bank:

bahwa dalam rangka menghindari kegagalan usaha
sebagai akibat dari konsentrasi pemberian kredit, bank
wajib  melaksanakan prinsip  kehati-hatian  secara
sungguh-sungguh dalam pemberian kredit;

bahwa dalam upaya untuk menghindari konsentrasi
pemberian kredit, bank perlu melakukan penyebaran
dalam pemberian kredit;

bahwa oleh  karena itu  dipandang  perlu  untuk
menyempurnakan ketentuan tentang batas maksimum

pemberian z v
-

— i g =
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DIREKSI Halaman . 2.
BANK INDONESIA

pemberian kredit bank umum dalam Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia;

Mengingat @ I, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank
Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865):

19

Undang-undang  Nomor 7  Tahun 1992 lentang
Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3472)
sebagaimana telah  diubah  dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK
INDONESIA  TENTANG BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

a. Bank adalah Bank Umum scbagaimana  dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan,...
St %

-
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DIREKSI
BANK INDONESIA

d.

Halaman . 3.

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998;

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah
prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan
dana yang diperkenankan terhadap modal Bank:

Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank baik
dalam Rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk
Kredit, surat berharga, penempatan dana antar-Bank.
penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada
transaksi rekening administratif;

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan ving
dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
Bank  dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah Jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

I pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi
dengan Note Purchase dgreement (NPA):

2. pengambilalihan  tagihan dalam rangka kegiatan

anjak ‘piutang;

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel,
obligasi, sckuritas Kredit, atau setiap derivatitnya,
atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban  dari
penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan
dalam  pasar - modal dan pasar uang, antara  lain
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar
Uang  (SBPU),  Surat  Berharga  Komersial
(Commercial  Papers),  Sertifikat  Reksadana,  dan
Medivun Term Note;

Penempatan adalah penanaman dana Bank pada Bank
lainnya berupa girvo, call money, deposito berjangka.
sertifikat - deposito,  Kredit  yang  diberikan  dan
penempatan lainnya;

o, Penvertaay ...
-

@
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DIREKSI
BANK INDONESIA

£f

Halaman . 4 .

Penyertaan  adalabh  penanaman  dana Bank  dalam
bentuk  saham  pada perusahaan . yang  bergerak  di
bidang keuvangan vang tdak melalui pasar modal.
serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pad
perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan
Kredit;

Transakst Rekening Administratit” adalah komitmen
dan kontinjensi (Off-Balance Sheet) yang werdiri dari
warkat — penerbitan  jamian,  akseptasi/endosemen.
irrevocable  Letter of  Credie (L/C)  yang  masih
herjalan, akseptasi wesel impor AL
dasar L/C berjangka, penjualan Surat Berharga dengan
svaral repurchase agreement (repo), standby L:C dan
garansi  lainnya, serta  transakst  derivatif  yang
mempunyai risiko Kredit;

Risiko Kredit untuk transaksi derivatil” adalah nilai
pasar  (the mark 1o market value) dari seluruh
perjanjian/kontrak yang menjanjikan keuntungan yang
belum dapat terealisir namun secara potensial dapat
menjadi  kerugian  Bank apabila  pihak  lawan
wanprestasi,

Kredit Program adalah kredit vang didukung olch
Kredit  Likuiditas  Bank  Indonesia  (K1.BD)  yang
diberikan untuk  mendukung  swasembada  pangan.
pengembangan  koperasi,  pengusaha kecil,  petani.
pemibikan romah sederhana dan sangat  sederhana,
sehagaimara  dimaksud  dalam Surat  Keputusan
Dircksi Bank  Indonesia Nomor 3 1/156/K1EEP/DIR
tanggal 23 November 1998 tentang Persyaratan Bank
Pelaksana Kredit Program, serta Penyediaan Dana
kepada FERTAMINA untuk pengadaan bahan bakar
minvak (BBM) dan Penyediaan Dana kepada Badan
Urusan Logistik (BULOG) dalam rangka pengadaan
pangan;

k. _I_’cnn_nj;u)i
dz‘-— At
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DIREKSI
BANK INDONESIA

k.

.

Halaman . 5.

Peminjam  adalah  nasabah  perorangan  atau
pernsahaan/badan yang memperoleh satu atau lebih
Penyediaan Dana;

Kelompok Peminjam adalah sejumlah Peminjam yang
satu - sama  lain mempunyai - kaitan dalam hal
kepemilikan,  kepengurusan,  dan/atau  hubungan
keuangan,

Pihak Terkait adalah Peminjam dan/atau Kelompok
Peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan Bank
karena merupakan:

. pemegang saham perorangan yang memiliki
saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari
modal disetor Bank:

2. pemegang  saham  berbentuk perusahaan/badan
yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus)
atau lebih dari modal disetor Bank;

3. anggota dewan komisaris Bank;

4. angpota direksi Bank;

Y

keluarga dari pihak-pihak tersebut dalam angka 1.
angka 3 dan angka 4,

6. perorangan yang memiliki saham 23% (duapuluh
lima per seratus) atau  lebih  danfatau  yang
mengendalikan  operasional,  pengawasan  atau
pengambilan keputusan baik  langsung  maupun
tidak  langsung, atas . perusahaan-perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam angka 2;

7. pejabat Bank vang mempunyai fungsi eksekutil,
yaitu  yang  mempunyai  pengaruh werhadap
operasional  Bank  dan/atau bertangeungjawab
langsung kepada Dircksi termasuk pejabat Satuan
Kerja Audit Intern dan Dewan Audit;

8. perusahaan-perusahaan yany didalamnya terdapat
Kepentingan  dari pihak-pihak  dimaksud  dalam

A

-
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DIREKSI
BANK INDONESIA

ek

Halaman . 6 .

angka | sampai dengan angka 7 di atas dengan
kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) atau lebih
dari modal disetor perusabaan:

perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat
pengaruh  dalam  operasional,  pengawasan  wau
pengambilan  keputusan  dari  pihak-pihak
scbagaimana dimaksud dalam angka | sampai
dengan angka 7 walaupun pihak-pihak tersebut
tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud:
anak perusahaan Bank dengan kepemilikan Bank
lebih dari 25% (duapuluh lima perseratus) dari
modal disetor Perusahaan dan/atau apabila Bank
mempengaruhi perusahaan tersebut; '

Kriteria keluarga dalam pengertian Pihak Terkait
sebagaimana dimaksud dalam hurut m angka 3 adalah
keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis
lurus  maupun  garis  kesamping, termasuk  mertua.
menantu dan ipar, schingga yang dimaksud dengan
keluarga meliputi sebagai berikut:

|9

o ly

'

6.

o

9.

10.

orang tua kandung/tiri/angkat,

saudara kandung/tiri/angkat;

suami/isteri; |

anak kandung/tiri/angkat;

suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat:
kakek/nenek kandung/tiri/angkat;

cucu kandung/tiri/angkat;

saudara kandung/tiri/angkat dari suami/isteri:
suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;

saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua:

. mertua;

o. Pihaka. ..
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DIREKSI Halaman . 7.

BANK INDONESIA

o. Pihak  Tidak  Terkait adalah  Peminjam danzatau
Nelompok Peminjam diluar Pihak Terkait:

p. Modai adalah modal Bank schagaimana  dimaksud
dalam  Surat - Keputusan  Direkst Bank  Indonesia
Nomor Z6/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang
Kewajiban  Penyediaan  Modal - Minimum — Bank
sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan
Direksi Bank  Indoncsia Nomor 3 1/146/KEP/DIR
tanggal 12 November 1998;

(. Pelampavan BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan
rumus sebagai berikut:

Penyediaan Dana !
pada tanggal laporan BMPK
N 100%, - | BMPK |

Modal

ada tangeal laporan BMPK
{ ]

. Pelanggaran BMPK adalah selisth lebih sesuai dengan
rumus sebagai berikut:

s
Penvediaan Dana
pada saat pemberianny
X 100% - I BMPK |
Modal
pada saat pemberian
Penvediaan Dana
~

Pasal 2

(1) Saat pemberian  dalam  pengertian Pelanggaran
BMPK dikaitkan dengan waktu realisasi Penvediaan
Dana.

() Bank 0%

= e
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DIREKSI Halaman . 8.
BANK INDONESIA

(2) Bank wajib melarang nasabah  peminjam  untuk
melakukan  penarikan Penyediaan Dana apabila
berakibat terjadinya Pelanggaran BMPK.

e

Pasal 3

Perhitungan — Penvediaan  Dana dalam pengertian
Pelanggaran BMPK ditetapkan sebagai berikut:
a. Kredit yang diberikan didasarkan atas baki debet:

b. Jaminan yang diterbitkan Bank didasarkan atas
nilai nominal;

¢. Surat Berharga didasarkan atas harga perolehan:

d. Penyertaan didasarkan atas jumlah dana  yang
ditanamkan:

¢. Tagihan yang diambilalih dalam rangka anjak
piutang didasarkan atas nilai pengambilalihan:

[ Transaksi Derivatif’ didesarkan atas nilai  dari
Risiko Kredinya,

* Nilai tukar yang dipergunakan untuk Penyediaan
Dana dalam valuta asing didasarkan atas nilai tukar
pada saat pemberian sebagaimana dimaksuel dalam
Yasal 2 ayat (1).

g

Pasal 4

(1) Pelampauan BMPK yang terjadi karena perubahan
nilai tukar  dan/atau penurunan  Modal  atas
Penyedinan  Dana  yang  telah  diberikan.  tidak
dikategorikan sebagai Pelanggaran BMPK,

(2) Pela m!)auun
~
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DIREKSI
BANK INDONESIA

()

2)

Halaman . 9.

Pelampavan BMPK sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tdak dikenakan sanksi Pelanggaran BMPK.

Pasal 5

Bank Indonesia berwenang mielakukan koreksi atas
penggolongan  Pihak  Terkait  dan  Kelompok
Peminjam yang dilukukan oleh Bank.

Koreksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
disesuaikan  kembali  seperti  penggolongan Bank
sepanjang  Bank dapat menyampaikan  bukti-bukti
dan dokumentasi yang mendukung,

Pasal o

Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan
Modal Mintimum (KPMM) lebih kecil atau sama
dengan 0% (nol perseratus)  dilarang  melakukan

Penyediaan Dana dalam bentuk apapun.

Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak berlaku bagi Bank yang telah memperoleh
persctujuan  dari - Pemerintah  untuk  mengikuti
program rekapitalisasi  dengan  dana  Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998
tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum.

Perhitungan untuk  Pelanggaran BMPK  dan/atau
Pelampavan BMPK  bagi Bank  sebagaimana
dimaksud  dalam ayat  (2)  diperkenankan
menggunakan asumsi besarnya Modal sesuai dengan
persyaratan  rasio  Kewajibun  Penyediaan  Modal
Minimum (KPMM) vang ditetapkan oleh Buank
Indonesia.

BABE .5

e e
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BAB 11
BMPK UNTUK PIHAK TIDAK TERKAIT

Pasal 7

BMPK bagi Peminjam atau Kelompok Peminjam yang
merupakan  Pihak  Tidak Terkait ditetapkan setinggi-
tingginya:

=

0 30%  (tigapuluh  perseratus)  dari - Modal sejak
diberlakukannya Surat Keputusan ini sampai dengan
akhir tahun 2001,

b, 25% (duapuluh lima perseratus) dari Modal seluma
tahun 2002;

¢ 20% (duapuiuh perseratus) dari Modal sejak tangeal |
Januari 2003,

Pasal 8

(1) Suatu perusahaan digolongkan sebagai anggota suatu
Kelompok Peminjam apabila memenuhi sekurang-
kurangnya salah satu kriteria keterkaitan dalam hal
kepemilikan, kepengurusan dan hubungan Kkeuangan
dengan satu atau lebih perusahaan lainnya, sebagii
berikut:

a. 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih dani
hak kepemilikan — masing-masing perusahaan
dikuasai oleh suatu perusahaan atau seseorang
atau secara bersama oleh suatu keluarga:

b, Salah satu perusahaan menguasai 25% (duapuluh
lima perseratus) atau lebih hak kepemilikan

perusahaan lain;
L. M
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¢. Anggota Dircksi, anggota Dewan Komisaris dan
pejabat lainnya yang mempunyai fungsi eksekutil’
pada salah satu perusahaan, menjadi anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris. atau pejabat
eksekutif’  pada  perusahaan  lainnya  vang
berwenang memutuskan hal-hal yang berkaitan
dengan operasional perusahaan;

d. Dalam hal tidak terdapat hubungan kepemilikan
dan/atau kepengurusan  sebagaimana  dimaksud
dalam hurul” a, b dan ¢ di atas, dua atau lebih
perusahaan dianggap kelompok apabila terdapat
hubungan keuangan sebagai berikut:

I satu  perusahaan  bertindak  sebagai
penjamin Penyedinan Dana yang diterima
oleh perusahaan lainnya;

. satu  perusahaan  memberikan  bantuan
Keuangan  kepada  perusahaan  lainnva
sehingga mengakibatkan adanya

pengendalian  usaha  oleh  perusahaan
pembert bantuan,

(2) Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan/atau Badan  Usaha  Milik  Daerah
(BUMD) tidak diperlakukan  sebagai  Kelompok
Peminjam. :

BAB LI
BMPK UNTUK PIHAK TERKAIT

Pasal Y

(1) BMPK  bagi Pihak  Terkait baik  schugai  satu
Peminjam atau Kelompok  Peminjam ditetapkan
setinggi- ...

Ay

—
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setinggi-tingginya schesar 10% (sepuluh perseratus)
dari Modal. X

(2) BMPK untuk jumlah seluruh  Pihak  Terkait
ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh
perseratus) dari Modal.

Pasal 10

(1) Penyediaan . Dana kepada Pihak Terkait melalui
Bank lain, perusahaan pembiayaan dan/atau Bank
Perkreditan Rakyat dikenakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait melalui
Bank lain dalam rangka perfukaran Penyediaan Dana
(loan swap) dengan risiko pada Bank dikenakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(3) Perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah perusahaan yang melakukan
satu atau lebih kegiatan sewa guna usaha, anjak
piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

(4) Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah Bank Perkreditan Rakyat
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 tahun 1998.

Pasal 11

(1) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tidak boleh
bertentungan dengan prosedur umum  pemberian

Penyediaan {aql/’


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DIREKSI Halaman 13.
BANK INDONESIA

Penyediaan Dana yang berlaku dan  wajib tetap
memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank.

(2) Penyediaan  Dana  kepada  Pihak  Terkait  wajib
mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank.

(3) Apabila kualitas Penyediaan Dana Kepada  Pihak
Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan
dan macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah
penyelesaian  dengan cara restrukturisasi kredit
dan/atau pelunasan oleh debitur, selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 60 hari.

Pasal 12

(1) Perusahaan tergolong Pihak Tidak Terkait vang
menerima penyertaan modal sementara Bank dalam
rangka restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
SHSO/KEP/DIR  tanggal 12 November 1998
tentang  Restrukturisasi Kredit, dikecualikan  dari
pengertian Pihak Terkait.

(2) BMPK untuk perusahaan  sebagaimana  dimaksud
dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

PENYEDIAAN DANA YANG TIDAK
DIPERHITUNGKAN DALAM BMPK

Pasal 13

(1) Ketentwan BMPK  dikecualikan untuk Penyediaan
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Halaman . 14

Dana sebagai berikut :

d.

Penanaman dana pada Sertifikat Bank Indonesia
dan Snrat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah
[ndonesia;

Bagian Penyediaan  Dana  yang diterbitkan
dan/atau dijamin olch Pemerintah Indonesia atau
dijamin oleh Bank Indonesia;

Penyertaan  modal  sementara pada  perusahaan
debitur untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit
sebagaimana dimaksud  dalam Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR
tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi
Kredit;

Bagian Penyediaan Dana yang dijamin dengan
agunan tunai berupa  giro, deposito. tabungan,
setoran jaminan yang diblokir disertai  dengan
surat kuasa pencairan;

Penempatan,  sepanjang — program penjaminan
Pemerintah berlaku dan Bank tempat Penempatan
memenuhi persyaratan program penjaminan;

Pengambilalihan (negosiasi)  wesel  ekspor
berjangka yang diterbitkan atas dasar  LIC
berjangka (Usance L/C)  yang sesuai - dengan
Uniform Customs and Practice Jor Documentary
Credits (UCP) yang berlaku, dan telah diaksep
oleh bank-bank utama (prime bank) di luar negeri
berdasarkan  pemeringkatan  oleh lembaga
pemeringkat internasional seperti Moody’s  dan
Standard & Poors.

(2) I_<u1¢:nlu.%2
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(2) Ketentuan BMPK  dikecualikan  untuk  Penyediaan
Dana sampai dengan 31 Desember 2000 vaitu:

a.. Kredit Program  yang disalurkan melalui Bank
sebagai pelaksana (execuring;

b, Pembukaan L/C (owstanding L/C) dalam rangka
impor dan pembukaan /C dalam negeri (Surat
Kredit  Berdokumen  Dalam  Negeri’'SKBDN)
sempai dengan Bank pembuka tersebut (opening
hank) melakukan  pembayaran  kepada  Bank
pencgosiasi (negotiating hank), baik di luar negeri
maupun di dalam negeri.

BAB YV
PELAPORAN

Pasal 14

(1) Setiap bulan Bank wajib menyampaikan laporan
mengenai Pelanggaran BMPK, Pelampauan BNMPK
dan Penyedinan Dana kepada Pihak Terkait kepada
Bank Indonesia  sesuai  dengan  format  dalam
Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3 dan
Lampiran 4.

(2) lLampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Keputusan ini.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

() Laporan sebagaimana  dimaksud - dalanmy avat (1)
harus telah  diterima oleh  Bank Indonesia dalam

paneka , ..
Ak
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Halaman 16 .

Jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah

akhir bulan laporan.

Bank dianggap terlambat - menyampaikan  laporan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank
belum  menyampaikan  laporan  dimaksud  dalam
periode setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat  (4) sampai  dengan  akhir bulan
berikutnya setelah bulan laporan.

Bank dianggap  tidak  menyampaikan  faporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank
belum menyampaikan laporan dimaksud sejak awal
bulan kedua setelah bulan laporan.

Pasal 15

Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana
penyelesaian (action  plan) masing-masing  untuk
Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK.

Action plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Awajib - sekurang-kurangnya  memuat - upava-upava

untuk  penyelesaian  Pelanggaran — BMPK  dan
Pelampavan . BMPK  dengan target  wakuu
penyelesaian selama periode tertentu,

Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) ditetapkan scbagai berikut:

a. untuk Pelanggaran BMPK  selambat-lambatnya
dalam jangka waktu | (satu) bulan:

b. untuk setiap. Pelampauvan BMPK  sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 4 ayvat (1) sclambat-
lambatnya dalam jangka waktu 9 (sembilan)
bulan. :

(<4) Action. ...

e le,
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Halaman .17

Action plan sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Action plan sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
harus  diterima oleh Bank  Indonesia  selambat-
lambatnya | (satu) bulan setelah akhir bulan laporan.

Bank dianggap terlambat menvampaikan action plan
schagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank
belum menyampaikan action plan dimaksud dalam

Jangka waktn 14 hari kerja setelah  periode

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Bank dianggap tidak menyampaikan action plan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank
belum  menyampaikan  laporan  dimaksud  setelah
periode sebagaimana dimaksud daiam avat (6).

Pasal 16

Bank wajidb menyampaikan  laporan  pelaksanaan
action . plan  masing-masing  untuk  Pelanggaran
BMPK dan Pelampauan BMPK.

Laporan  pelaksanaan  action  plan  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) waiib disampaikan kepada
Bank  Indonesia  sclambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja setelah tahapan realisasi action
plan.

Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan
pelaksanaan  action plan sebagaimana  dimaksud
dalam ayat (1) apabila Banl: belum menvampaikan
laporan  dimaksud dalam periode  setelah  jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai
dengan akhir bulan  berikutnya  setelah  tahapan
realisasi action plan.

(-h) Bank

E

i
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(4) Bank dianggap tidak  menyampaikan laporan
pelaksanaan  action plan  sebagaimana  dimaksud
dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan
laporan dimaksud scjak awal bulan kedua setelah
tahapan realisasi action plan.

Pasal |7

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan
Pasal 16 serta uction plan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, disampaikan kepada Bank Indonesia
dengan alamat:

a. Urusan  Pengawasan Bank, JI. M.I1. Thamrin
Nomor 2, Jakarta 10010 sesuai dengan Urusan
yang mengawasi Bank yang bersangkutan bagi
Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Buank
Indonesia Jakarta;

b. Kantor Isank Indonesia setempat bagi Bank vang
berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bunk
Indonesia.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) mulai
berlaku untuk laporan bulan Januari 1999,

BAB VI
SANKSI

Pasal 18

(1) Pelanggaran  terhadap  ketentuan — penyampaian
laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 14

dikenakan sanksi berupa:
a4, kewa ;ihm& L
e
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a. kewajiban  membayar sebesar Rpt.000.000.00
(satu juta rupiah) per hari kelambatan  unuik
setiap  laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 14 ayat (5):

b. kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000.00
(tiga  puluh  juta  rupiah) apabila  tidak
menyampaikan laporan sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (6).

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian acrion
plan untuk  Pelanggaran BMPK schagaimana
dimaksud dalam Pasal 1S dikenakan sanksi berupa:

a. kewajiban membayar sebesar Rp100.000.000.00
(seratus  juta  rupiah)  atas  kelambatan
penyampaian action plan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (6);

b. Kewajiban membayar sebesar Rp500.000.000.00
(lma ratus  juta  rupiah)  apabila  tiduk
menvampaikan  action  plan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian action
plan unwk  Pelampavan BMPK * sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:

a. Kewajiban  membayar  sebesar Rp1.000.000.00
(satu juta rupiah) atas kelambatan penyampaian
action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (6);

b. kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000.00
(tiga  puluh  juta  rupiah)  apabila  tidak
menyampaikan  action  plan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 avat (7).

(4) Pelanggaran  terhadap  ketentuan — penyampaian
laporan  pelaksanaan  action  plan  sebagaimana

aimaksud ...
o
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dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi berupa:

a. kewajiban  membayar  sebesar Rp1.000.000.00
(satu juta rupiah) untuk setiap laporan per hari
kelambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (3);

b. kewajiban  membayar sebesar Rp30.000.000.00
(Liga  puluh  juta  rupiah)  apabila  tidak
menyampaikan laporan pelaksanaan acrion plan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 avat (4),

Yasal 19

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 dan
Pasal 9 dikenakan sanksi berupa penurunan nilai
kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran karena tidak menyampaikan  laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan tidak
menyampaikan action plan sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 15 dan Pasal 16, setelah diberi
peringatan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank
[ndonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu
untuk  setiap  teguran, dapat  dikenakan  sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (2) Undang-undang , Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain
berupa:

a. Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank.
pemegang saham dalam daltar orang tereela di
bidang perbankan;
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b. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain
tidak diperkenankan untuk ekspansi Penyediaan
Dana;

¢. Pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya
menunjuk dan mengangkat pengganti sementara:

d. Larangan untuk turut  serta dalam  Kegiatan
kliring.

Pelanggaran karena tidak melaksanakan acrion plan
untuk  Pelampauan BMPK  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administratit
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pelanggaran karena tidak melaksanakan action plan
untuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 dan setelah diberikan 2 (dua) kali
surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang
waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran,
dikenakan  sanksi  administratif’  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2).

Pelanggaran karena tidak melaksanakan action plan
untuk Pelanggaran BMPK selain dikepakan sanksi
administratif’ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
terhadap Dewan Komisaris. Direksi, pegawai Bank,
pemegang saham maupun pihak teraliliasi lainnya
dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 49 ayat (2) hurut b, Pasal 30, dan Pasal
S0A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,

BAB Vil,..

4\/ £

21
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BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Ketentuan dalam Surat Keputusan ini berlaku pula
bagi Bank berdasarkan Prinsip Syariah.

(2)  Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam avat
(1) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum
Islam  antara  Bank  dengan  pihak  lain - untuk
penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan
usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai
dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan
prinsip  bagi  hasil (nudharabah),  pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modal
(musharakal), prinsip jual  beli "barang dengan
memperoleh  keuntungan  (nurabahah). — atau
pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa
murni tanpa pilihan (jjarah), atau dengan adanya
pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang
disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa
iqn’nuj.

(3) Pembiayaan berdasarkan Prinsip  Syariah adalah
penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi
hasil.

Pasal 21

(1) Kredit yang telah diberikan dengan cara risk sharing
atau  dijamin  dengan  stand-by - L/C sebelum

berlaku luyfn. ;
-
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berlakunya Surat Keputusan ini, dikecualikan  dari
perhitungan BMPK sampai berakhirnva vish sharing
atau stened-hy L/C dimaksud.

(2) Bagi Bank yang telah melakukan Penyertaan pada
perusahaan  di - bidang  keuangan  sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keputusan  Direksi  Bank
[ndonesia Nomor 25/97/KEP/DIR dan Surat Edaran
Bank Indonesia Nomor 25/17BPPP masing-masing
tanggeal 17 November 1992 entang Penvertaan Modal
dan Pemilikan - Saham  oleh Bank.,  diwajibkan
menyesuaikan prosentase BMPK sehingga memenuhi
Ketentuan  dalam  Surat Keputusan ini selambat-
lambatnya pada akhir Desember 1999.

Pasal 22

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka :

a. Surat Keputusan  Direksi Bank  Indonesia - Nomor
23OT/KEP/DIR tanggal 17 November 1992 tentang
Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham oleh Bank;

b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia  Nomor
26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit; dan

¢. Surat Keputusan  Direksi Bank  Indonesia Nomor
28/63/KEP/DIR tanggal 6 September 1993 tentang
Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk Perusahaan
yang Sahamnya Diperdagangkan di Bursa Elek;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4.
)
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Pasal 23

Surat - Keputusan  ini mulat - berlaku - pada  tanggal
ditetapkan.

Agar  sctiap  orang  mengetahuinya  memerintahkan
pengumuman Surat Keputusan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di - : Jakarta
Pada tanggal @ 31 Desember 1998

DIREKSI
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Achwan Subarjo Joyos

um*ﬁ)i/g{ .
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